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Lampiran 1. Surat Izin Penelitian
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Lampiran 2. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMK N 2 Depok

Narasumber : Cahyono Agus W., S.Pd. (Wakil Manajemen Mutu)

Tanggal : Jumat 14 Desember 2018

1. Kebijakan apa yang menjadi acuan implementasi SPMI?
Peraturan pemerintah dan kepala dinas serta berdasar pada 8 SNP.

2. Bagaimana pelaksanaan SPMI di SMK N 2 Depok?
Sama dengan saat menerapkan SMM ISO implementasi SPMI di SMK N 2
Depok menggunakan siklus PDCA. P untuk Perencanaan, D untuk
pelaksanaan, C untuk pemantauan, dan A untuk tindak lanjut.

3. Apa yang membedakan saat mengimplementasikan SMM ISO dan SPMI?
Hampir sama saja, yang membedakan hanya dokumen Standar Operasional
Prosedur (SOP)

4. Apa saja hambatan yang muncul dalam implementasi SPMI di SMK N 2
Depok? Dan bagaimana cara mengatasinya?
Konsistensi guru yang kadang naik turun. Dapat diatasi dengan perencanaan
tindakan preventif atau pencegahan, serta pemantauan audit internal.

Tanggal : Rabu, 10 April 2019

1. Sejak kapan SPMI diterapkan di SMK N 2 Depok?
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mulai diterapkan di SMK N 2
Depok antara tahun 2016-2017.

2. Mengapa sekolah menerapkan SPMI?
Alasan sekolah menerapkan SPMI adalah mahalnya biaya yang harus
dikeluarkan untuk mendapat sertifikat ISO, dengan penerapan SPMI sekolah
lebih tau arah pengembangan sekolah, dan melihat komitmen sekolah yang
relatif baik dalam upaya peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan
sehingga auditor eksternal tidak terlalu dibutuhkan lagi.
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3. Bagaimana proses perpindahan dari SMM berstandar ISO 9001:2008 ke
SPMI?
Prinsip penerapan SPMI pada dasarnya hampir sama dengan penerapan SMM
ISO 9001:2008, perbedaannya ada eksternal auditor pada audit SMM ISO
9001:2008, sedangkan pada SPMI lebih banyak pada internal auditor. SMK N
2 Depok telah melaksanakan SMM berstandar ISO selama kurang lebih 10
tahun, sehingga dalam pelaksanaan SPMI seluruh komponen di sekolah sudah
terbiasa. Persiapan yang dilakukan adalah penyiapan dokumen penjaminan
standar mutu.

4. Bagaimana tim pelaksana penjaminan mutu terbentuk?
Dasar pembetukan tim penjaminan mutu adalah untuk merencanakan atau
menyiapkan dokumen mutu sebagai referensi untuk pelaksanaan, memantau
pelaksanaan, dan untuk mengevaluasi.

5. Setelah tim terbentuk apa saja hal yang harus dipersiapkan?
Menyiapkan dokumen mutu berupa SOP (Standar Operational Procedure)

6. Apa acuan mutu yang digunakan dalam pemetaan mutu?
Mengacu pada EDS yang ada di dapodik. Dan standar akreditasi.

7. Bagaimana pengumpulan data dan informasi untuk kegiatan evaluasi diri
sekolah?
Pengumpulan data untuk EDS dilakukan oleh unit unit terkait. Dokumen
masing masing disimpan di tiap unit kerja tim penjaminan mutu memantau
dan mengevaluasi hasil ketercapaian tersebut.

8. Bagaimana proses perencanaan mutu di SMK N 2 Depok?
Tim penjaminan mutu lebih fokus pada pembuatan RKS betupa rencana
proker tahunan dan RKJM munvul program atau rencana kerja, lalu dari
program akan muncul RKAS. Selain itu Tim Manajemen Mutu juga
menyusun SOP SPMI. Penyusunan SOP dari tim penjaminan mutu, dan ada
sosialisasi tiap tahun.

9. Apa saja sasaran mutu yang dimiliki SMK N 2 Depok?
Salah satu sasaran mutu sekolah adalah menjadi yang terbaik untuk  rata rata
UNBK seprovinsi DIY, sasaran mutu tersebut dapat dicapai dengan
pelaksanaan program-program seperti pelajaran tambahan, try out untuk
siswa, peningkatan mental siswa melalui program AMT dan lain lain.
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10. Bagaimana Pelaksanaan SPMI di SMK N 2 Depok?
Pelaksanaan SPMI berpatokan pada 8 SNP, dengan SMM ISO sebagai
referensi saja.

11. Bagaimana pelaksanaan monitoring dan audit atau evaluasi yang dijalankan
oleh sekolah untuk kesuksesan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal?
Tiap akhir tahun pelajaran tim penjaminan mutu meminta laporan dari tiap
unit kerja untuk melihat prosentase ketercapaian sasaran mutu.

12. Setelah kegiatan audit atau evaluasi dilaksanakan apa langkah yang dilakukan
sekolah selanjutnya?
Tiap akhir tahun pelajaran tim penjaminan mutu meminta laporan dari tiap
unit kerja untuk melihat prosentase ketercapaian sasaran mutu. Selanjutnya
dari laporan tersebut akan dievaluasi dan diberikan rekomendasi untuk
pengambilan tindakan selanjutnya.

13. Apa saja hambatan yang muncul dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu
internal dan apa usaha yang sudah ditempuh untuk mengatasi hambatan
tersebut?
Menjaga konsistensi pelaku untuk selalu menggunakan standar yang berlaku

14. Apa yang menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan SPMI di SMK N 2 Depok?
Faktor keberhasilan yang utama adalah komitmen pelaku

Tanggal : Jumat, 26 April 2019

1. Apa yang menjadi kunci utama dalam implementasi SPMI?
Bagaimana menyadarkan pelaku disini bapak ibu guru dan karyawan untuk
mau menerapkan/ mengimplementasikan sistem manajemen mutu secara
konsekuen dan tertata itu saja.
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Hasil Wawancara

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMK N 2 Depok

Narasumber : Nuryanto, M.T. (Staf Manajemen Mutu)

Tanggal : Rabu, 10 April 2019

1. Bagaimana proses penyusunan dokumen SPMI?
Sosialisasi dilaksanakan di kantor kepatihan, termasuk penyusunan dilakukan
disana selama 3 hari dan didampingi, lalu dilanjutkan di sekolah masing
masing. 3 bulan kemudian sekolah harus mengumpulkan laporan. Dokumen
yang hardcopy sudah dikumpul saat itu. Pelatihan dilakukan untuk seluruh
SMA dan SMK di provinsi yogyakarta yang negeri.

2. Dokumen apa saja yang dimiliki dalam pengimplementasian SPMI?
Dokumen yang kami buat saat menerapkan SPMI adalah SOP SPMI, langsung
terapan.

3. Apa yang menjadi alasan sekolah untuk menerapkan SPMI?
Kebijakan dari provinsi, karena gabung dengan provinsi lalu masuk ke
pemerintahan provinsi, pemerintah provinsi memiliki kebijakan untuk semua
yang tergabung di provinsi harus mengimplementasikan SPMI

4. Apakah perbedaan saat masih mengimplementasikan SMM ISO dan SPMI?
Dokumen ISO selain SOP ada dokumen lain yaitu pedoman mutu. Kalo SPMI
hanya SOP saja. Kalau SPMI lebih ke prosedur yang dilalui saja.

5. Apa saja dalam SMM ISO yang masih diterapkan sampai sekarang saat
pengimplemntasian SPMI?
Kaitannya dengan SNP dokumen ISO teteap dipakai karena kita sudah
mengimplementasikan sejak 2006 sehingga pola yang terbentuk menggunakan
ISO dan SOP/ operasionalnya menggunakan SPMI

6. Bagaimana sejarah terbentuknya Tim Manajemen Mutu?
Akan SBI, syarat SBI harus memiliki sertifikat ISO, harus menerapkan SMM
nya. Untuk menerapkan itu harus menyusun dokumen dokumen. Maka
dibentuklah tim untuk menyusun dokumen lalu selanjutnya mensosialisasikan.
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7. Apa saja yang dilakukan TMM setelah terbentuk?
Setelah tim terbentuk dilakukan penyusunan dokumen. Penyusunan dokumen
mengundang perusahaan TUF sebagai pendampoing dan pembimbing
pembuatan dokumen berikutnya konsultasi kepada mereka dan setelah kita
mengimplementasikan tiap tahun diaudit oleh mereka. Sudah sesuai belum
pelaksanaannya di smk dengan standar ISO

8. Siapa yang mendampingi dalam pembuatan dokumen SPMI?
Pembuatan dokumen SPMI didampingi oleh pemerintah provinsi

9. Apa saja tugas TMM?
Menentukan sasaran yang harus dicapai setiap tahun yang dirapatkan melalui
rapat manajemen review/ tinjauan manajemen, bagaimana proker, dan
bagaimana pemantauannya yaitu tugas tim manajemen mutu. Diakhir dan
diawal tahun. Seperti evaluasi.

10. Bagaimana ketercapaian 8 SNP di SMK N 2 Depok?
Dapat dicek di file akreditasi sekolah, Apabila standar yang ditetapkan sudah
tercapai, sebanyak 3 kali tercapai maka dapat dikatakan steady state sasaran
mutu akan dinaikkan.

11. Siapa saja yang terlibat langsung dalam proses penyusunan SPMI?
Penyusunan SOP SPMI tim terdiri dari 5 orang dengan kepala sekolah, bapak
cahyono, saya, bapak ibrahim, dan ibu uci. Pak cahyono sebagai leader dan
verifikator, penyusun pak saya, pak ibrahim, dan bu uci, setelah selesai dan
diverivikasi maka akan disetujui dan disahkan oleh kepala sekolah.

12. Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi di SMK N 2 Depok?
Yang terutama dilaksanakan oleh pengawas untuk proses pembelajaran, kalau
untuk operasional menggunakan pembiayaan maka setiap mengeluarkan uang,
perencanaan ketika akan dibelanjakan masing masing unit kerja yang mana
yang mau dibelanjakan harus diketahui tim manajemen mutu. Disesuaikan
dengan perencanaan.

13. Hambatan apa yang dihadapi dalam implementasi SPMI?
Pola yang berubah karena ada sop baru. Misalkan ada tamu langsung datang
tidak memberitahukan sehingga beberapa prosedur tidak berjalan semestinya.

14. Apa yang menjadi kunci keberhasilan SPMI?
Komitemen seluruh komponen
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Tanggal : Selasa, 16 April 2019

1. Apa saja yang dilakukan saat tinjauan manajemen?
Yang tidak sesuai disesuaikan dengan sekarang, peninjauan dokumen dan
pembuatan program, sasaran nya apa, programnya apa, meninjau masukan
dari pelanggan, dokumen tetap, namun ditinjau keupdateannya. Perencanaan
setahun yang akan datang dan evaluasi setahun yang lalu.

2. Bagaimana pelaksanaan siklus SPMI di SMK N 2 Depok?
Menggunakan siklus PDCA, Plan perencanaan diawal penerapan manajemen
mutu yaitu penyusunan dokumen namun sekarang karena sudah berjalan maka
perencanaan dilakukan dengan pembaruan dokumen, Do pelaksanaan
dilakukan dengan melaksanakan program pada unit kerja masing masing,
Control dilakukan 2 kali yang pertama pemantauan program ditengah tahun
(ketercapaian) dan audit di akhir (keterlaksanaan). Action pengambilan
tindakan korektif.

Tanggal : Jumat, 26 April 2019

1. Bagaimana pelaksanaan audit manajemen di SMK N 2 Depok?
Audit berupa kepuasan masyarakat, dengan menggunakan instrumen angket
sesuai pada peraturan gubernur DIY nomor 68 tahun 2016 tentang pedoman
indeks kepuasan masyarakat. Kemudian ditinjau oleh provinsi melalui laporan
yang disampaikan sekolah.
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Hasil Wawancara

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMK N 2 Depok

Narasumber : Drs. Bambang Irianto, M. Pd.  (Ketua Program Studi TOI)

Tanggal : Senin, 17 Desember 2018

1. Apakah ada SOP untuk proses pembelajaran? Bagaimana?
Ada, tata tertib pembelajaran, jam mengajar guru, dan lain lain tercantum pada
dokumen mutu.

2. Bagaimana sosialisasi pelaksanaan manajemen mutu?
Dari sosialisasi tersebut akan muncul Instruksi Kerja (IK), Instruksi Kerja di
jurusan dapat di breakdown dari IK sekolah. Dikembangkan dijurusan
termasuk IK tata tertib jurusan, IK kebersihan, kemudian semua yang
berkaitan dengan pembelajaran di jurusan kita terbitkan IK yang terbreakdown
dari IK sekolah. Apabila sudah disusun maka akan diusulkan dan diserahkan
ke sekolah.

3. Standar minimal sebagai seorang pengajar dalam melaksanakan proses
pembelajaran seperti apa?
Kalau awalnya memang dari perencanaan, perencanaan dengan kita harus
membreakdown silabus, KI KD, kemudian disana akan muncul rencana
pelaksanaan pembelajaran RPP, kemudian setelah rencana sudah komplit kita
melaksanakan apa yang sudah ditulis di RPP, sekaligus setelah pelaksanaan
kita harus memantau dan menilai. Dipantau prosesnya bagaimana dan kita
nilai. Nah dari hasil penilaian itu baru kita simpulkan apakah anak ini
mengulang atau tidak. Jadi kita minimal ada 5 kegiatan dalam 1 proses,
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan evaluasi.

4. Audit dilaksanakan oleh pihak sekolah atau jurusan?
Kalau pelaksanaan nanti dari pihak jurusan sendiri, jadi pemantauan
dilaksanakan oleh KPS/ Ketua Program Studi. KPS memiliki form untuk satu
guru itu sekitar 4-5 form. Disitu pemantauan proses guru, sejak dari
perencanaan sampai evaluasi. Hasilnya akan diserahkan ke WKS 5 yaitu
bagian SDM, sebagai bahan penilaian kinerja.

5. Apakah ada guru yang tidak melaksanakan prosedur tersebut?
Kalau normatiknya melaksanakan semua, karena memang harus dinilai jadi
otomatis guru akan melaksanakan, setelah nanti di penilaian itu ada remidi
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pengayaan atau tidak tergantung hasil penilaian, ada yang melaksanakan
namun ada juga yang tidak. Artinya kalau kita tidak melaksanakan remidi,
anaknya sudah tuntas semua.

6. Apa yang harus dimiliki oleh siswa yang telah lulus dari jurusan TOI?
Pertama, kita mendidik anak agar kompeten, kompeten ini ditunjukan dengan
bukti fisik berupa sertifikat, untuk mendapatkan sertifikat anak harus
melakukan uji kompetensi.  Agar uji kompetensi nilainya bagus maka kita
adakan semacam sosialisasi dan pelatihan mengacu pada kisi-kisi yang diuji
kompetensikan. Karena harapan kita setelah kita lakukan pelatihan diawal itu
kita akhirnya nanti bisa lulus bersertifikasi semua. Jadi anak dikatakan
kompeten. Karena apa, nanti disana ada outcome, maksudnya keluar dari sini
harapan kita dia bisa masuk keperusahaan bagi dia yang ingin bekerja.
Sertifikat dikeluarkan oleh pihak sekolah tahun ini, namun untuk tahun
berikutnya akan dikeluarkan oleh LSP T1, karena kita sedang giat-giatnya
mencetak asesor dan sekaligus membuat TUK. Sehingga harapannya kedepan
LSP di tiap program studi ini sudah berjalan.

7. Apa itu LSP?
LSP SMK 2 Depok itu internal sekolah dengan 13 bidang uji, masalah semua
cluster yang akan diujikan diserahkan ke jurusan masing masing. Apakah
siswa mampu 3 cluster diujikan semua dengan puluhan unit kompetensi.
Selain kemampuan anak juga dipertimbangkan waktunya. Karena untuk
menguji 1 kompetensi saja bisa memakan waktu 2 jam. Kalau kita sampai
diatas 20 unit kompetensi jadi lama sekali, maka kita pilih unit kompetensi
yang akan diujikan.

8. Apakah semua siswa mengikuti uji kompetensi ini?
Untuk pelaksanaan tahun kemarin seluruh siswa mengikuti uji kompetensi dan
seluruhnya dinyatakan lulus, karena dari awal proses yang kita tekankan,
sebelum proses ada kisi-kisi, nah kisi-kisi inilah yang kita ajarkan ke anak.
Kita ajari dulu baru diuji. Kita melibatkan DU/DI untuk menguji. Jadi ada
asesor internal dan eksternal. Eksternal itu diambil dari ahli di industri yang
sudah memiliki sertifikat asesor.

9. Evaluasi yang dilakukan oleh KPS dilaksanakan berapa kali?
Setahun sekali, nanti diakhir biasanya kita ambil sekali atau dua kali saja,
dalam ketika guru mengajar. Penilaian dilakukan tanpa diketahui subjek yang
akan dinilai, dilihat dari RPP, apakah sudah OK atau belum, kalo standarnya
kan tidak ada jadi yang penting sudah OK, kalau pelaksanaanya sambil jalan
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misalkan guru sedang mengajar apakah melaksanakan sesuai RPP atau tidak,
nah itu karena tidak independen itu membuat saya kesulitan, karena kan
teman, tetep tidak bisa, tetap nilainya baik, nanti terus evaluasinya bagaimana,
jadi saya sambil jalan juga melihat kualitasnya, tapi pasti diatas baik, minimal
baik, kecuali saya asesor independen yang tidak ada kaitannya.

10. Bagaimana pelaksanaan manajemen mutu saat ini?
Sudah mulai kendor, seharusnya PDCA sudah mulai berkurang, kita
merencanakan dan melaksanakan OK tapi bagaimana kita mengarsip kita
menganalisis ketika ada hal-hal itu kita lemah disitu, termasuk saya.

11. Apa yang diharapkan dari pelaksanaan SPMI?
Guru dituntun menjadi efektif, kreatif, inovatif, aktif dengan didukung
manajemen mutu internal, karena dengan manajemen mutu internal kita
memiliki komitmen. Setelah komitmen lalu konsisten dan konsekuen. Semua
kembali ke tenaga pendidik masing masing.

12. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen mutu?
Kendalanya malas sebenarnya itu, jadi ketika diadakan evaluasi atau penilaian
itu waktu menjadi pengaruh, misalkan belum siap sehingga pelaksanaanya
tersendat-sendat.
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Hasil Wawancara

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMK N 2 Depok

Narasumber : Endang Listrandari, S.Pd. (WKS 5 bidang SDM)

Tanggal : Kamis, 2 Mei 2019

1. Apa saja program yang dimiliki oleh WKS 5 bidang SDM?
Yang pertama programnya tentang pembinaan karir atau pengembangan,

yang kedua pembinaan yang mengarah pada kinerja atau interdiciplinary.
Kalau pembinaan karir itu ada macam-macam, ada bagaimana kita bisa
mencarikan peluang untuk melanjutkan sekolah S2 atau yang ke Doktor atau
yang kedua kenaikan pangkat, kemudian yang ketiga kita berikan mereka
fasilitas promosi, dan pelatihan internal dan eksternal. Meskipun nampaknya
hanya empat namun perlu keseriusan dalam pelaksanaanya.

Seperti misalnya guru mengajar didiamkan saja, tidak akan naik pangkat,
maka harus ada orang-orang dibelakang itu yang harus selalu memberitahukan
dan mengingatkan. Perangkat untuk itu memang rumit.
Yang kedua perihal dengan pengembangan tadi, mungkin magang dan
sejenisnya itu adalah salah satu bentuk ketertiban, ini yang paling sulit, karena
manusia tua, bekas anak. Sehingga apa yang diberikan sanksi itu ketika
mereka sudah diingatkan terus tetapi tidak makin baik, karena sanksi yang
diberikan terlalu lama. Meskipun dalam kurun waktu sekian tahun akhirnya
akan divonis penundaan kenaikan pangkat.

2. Untuk penerapan sanksi bagi pendidik dan tenaga kependidikan ini
kekurangannya apa?
Menurut saya proses yang terlalu lama. Ada peraturan yang mengatur proses
ini yaitu peraturan PP Nomor 53 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Disana
dari kementrian kemudian ke BKD kemudian ke kita. Itu kita breakdown
disini ada peringatan lisan 3 kali, lalu peringatan tertulis 3 kali. Itu saja setiap
peringatan harus ada waktunya, tidak peringatan satu minggu ini, lalu satu
minggu kemudian, namun harus bertahun tahun. Ada yang peringatan pertama
3 kali, 3 bulan, 3 bulan lagi terus habis waktunya. Namun dengan taktik saya
harus menggunakan beberapa administrasi yang sudah ditandatangani akan
disimpan, sebab jika tidak begitu orang tersebut akan cenderung merasa tidak
apa-apa, kalau kita tidak rajin menghimpun data itu fatal. Data yang dihimpun
harus detail.
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3. Pelatihan yang dilaksanakan di SMK N 2 Depok apakah dari eksternal saja
atau ada pelatihan dari internal?

Pelatihan yang dilaksanakan di SMK N 2 Depok ada internal dan
eksternal. Kalau eksternal kita bergantung dari pemanggilan peserta ada yang
dari bandung, dari malang, dari yogyakarta sendiri kan mereka mempunyai
program.Maka kalau kita menunggu seperti itu maka tidak merata hanya
orang-orang tertentu saja yang dipanggil. Sementara kalau mau diganti itu kan
ada tindak lanjutnya. Kita mengadakan pelatihan internal sekolah, itu kita
pakai sasaran mutu jadi kita memiliki sasaran mutu berapa persen dalam satu
tahun itu kita bisa semua guru-guru melaksanakan pelatihan secara akumulasi.
Sasaran mutu ditetapkan 30 % guru melaksanakan kegiatan pengembangan
atau pelatihan di sekolah. Persentase ini tidak terlalu tinggi
mempertimbangkan adanya dana yang tersedia. Ternyata menganalisisnya
kurang cermat, tetapi saya ketika ada dana akan kita alokasikan dengan need
analysis jadi mereka kita berikan format yang menanyakan kebutuhannya apa.

Pelatihan dibagi menjadi pelatihan umum dan pelatihan khusus. Pelatihan
khusus itu yang sesuai kompetensi di jurusan kemudian perkantoran, kalau
yang umum cenderung pada pelatihan komputer, pelatihan PTK. Kalau
pelatihan internal kurang lebih 9 pelatihan dengan sumber dana dari
pemerintah. Pelatihan terakhir bisa membuat para siswa melaksanakan tes
berbasis android.

4. Apa program untuk mencapai sasaran mutu guru memiliki sertifikat TOEIC?
Kalau kemarin dalam revitalisasi sekian persen guru harus memiliki TOEIC,
maka kita mengundang dari lembaga, kita melakukan pelatihan dalam 10 hari.
Tapi seiring berjalannya waktu TOEIC ini malah tidak disentuh, padahal
nilainya lumayan, ada guru bukan guru bahasa inggris mendapat skor 800.
Untuk saat ini berhenti, dan fokus pada anak-anaknya saja, barangkali kalau
tahun ini mendapat beasiswa ITC kita ikut lagi, mungkin bulan Mei.
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Hasil Wawancara

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMK N 2 Depok

Narasumber : Harum Nur Indahsari (Siswa Kelas X)

Nurmala Widiantari (Siswa Kelas X)

Tanggal : Kamis, 2 Mei 2019

1. Apakah ada kegiatan ekstrakulikuler di SMK N 2 Depok?
Ya ada

2. Apakah kegiatan ekstrakulikuler wajib diikuti oleh siswa?
Setiap siswa wajib mengikuti minimal 2 ekstrakulikuler, satu ekstrakulikuler
wajib yaitu pramuka dan satu lagi ekstrakulikuler pilihan.

3. Apa saja bentuk kegiatan ekstrakulikuler di SMK?
Balakra (Pleton Inti), Paduan Suara, PMR, Voli, GIANTS, Basket, Merpati
Putih, OSIS, SHC, Tari, Karawitan, Teater, Jurnalistik, bahasa Jepang, Bahasa
Inggris, Hadroh dan lain sebagainya.
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Lampiran 3. Ketercapaian Indikator SNP

Nomor Standar/Indikator/SubIndikator Nilai Kategori Nilai Kategori Nilai Kategori
1 Standar Kompetensi Lulusan 5.51  6.32  7 

1.1. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap 6.7  6.98  7 
1.1.1. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME 7  7  7 
1.1.2. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter 6.97  7  7 
1.1.3. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin 6.68  7  7 
1.1.4. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun 6.98  6.99  6.99 
1.1.5. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur 6.68  7  7 
1.1.6. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli 6.44  6.96  7 
1.1.7. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri 6.06  6.95  7 
1.1.8. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab 7  7  7 
1.1.9. Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat 6.22  6.9  7 
1.1.10. Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani 6.99  7  7 
1.2. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan 2.91  3.78  7 
1.2.1. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif 2.91  3.78  7 
1.3. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 6.93  6.93  7 
1.3.1. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif 6.84  6.86  7 
1.3.2. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif 6.76  6.76  6.99 
1.3.3. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis 7  7  7 
1.3.4. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri 7  7  7 
1.3.5. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif 6.99  7  7 
1.3.6. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif 7  6.99  6.99 

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR CAPAIAN 2016 CAPAIAN 2017 CAPAIAN 2018

2 Standar Isi 5.76  5.32  6.82 
2.1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan 6.99  4  6.92 
2.1.1. Memuat karakteristik kompetensi sikap 6.98  2.43  6.61 
2.1.2. Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan 6.98  2.81  7 
2.1.3. Memuat karakteristik kompetensi keterampilan 7  2.54  7 
2.1.4. Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa 6.99  5.88  7 
2.1.5. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran 6.99  6.37  7 
2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur 4.9  5.57  7 
2.2.1. Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum 3.52  3.89  7 
2.2.2. Mengacu pada kerangka dasar penyusunan 6.28  7  7 
2.2.3. Melewati tahapan operasional pengembangan  5.27  7 
2.2.4. Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan  6.13  7 
2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan  6.39  6.56 
2.3.1. Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku 3.76  6.99  6.99 
2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi  4.57  5.24 
2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal 6.99  7  7 
2.3.4. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa  6.99  7 
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3 Standar Proses 5.5  6.37  6.99 
3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan 6.33  6.59  6.99 
3.1.1. Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan 6.18  7  7 
3.1.2. Mengarah pada pencapaian kompetensi 7  6.23  7 
3.1.3. Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis 5.14  6.81  6.99 
3.1.4. Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah 7  6.34  7 
3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat 5.78  6.79  7 
3.2.1. Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan 6.98  6.99  6.99 
3.2.2. Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran 6.76  6.76  7 
3.2.3. Mendorong siswa mencari tahu 4.17  6.97  7 
3.2.4. Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah 6.69  6.94  6.99 
3.2.5. Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi 6.8  6.93  7 
3.2.6. Memberikan pembelajaran terpadu 6.81  6.92  7 
3.2.7. Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 6.7  6.92  7 
3.2.8. Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif 6.7  6.89  7 
3.2.9. Mengutamakan  pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat 6.92  6.96  7 
3.2.10. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja

adalah kelas.
3.97  7  7 

3.2.11. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. 4.5  6.95  7 
3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa  6.34  7 
3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pembelajaran
3.28  5.79  7 

3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar 5.24  6.46  7 
3.2.15. Mengelola kelas saat menutup pembelajaran 5.46  7  7 
3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran 4.39  5.73  7 
3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif  2.73  6.99 
3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik  7  7 
3.3.3. Melakukan pemantauan proses pembelajaran 3.53  6.07  7 
3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru 4.37  6.07  7 
3.3.5. Mengevaluasi proses pembelajaran 4.79  5.99  7 
3.3.6. Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran 4.86  6.55  7 

2 Standar Isi 5.76  5.32  6.82 
2.1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan 6.99  4  6.92 
2.1.1. Memuat karakteristik kompetensi sikap 6.98  2.43  6.61 
2.1.2. Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan 6.98  2.81  7 
2.1.3. Memuat karakteristik kompetensi keterampilan 7  2.54  7 
2.1.4. Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa 6.99  5.88  7 
2.1.5. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran 6.99  6.37  7 
2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur 4.9  5.57  7 
2.2.1. Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum 3.52  3.89  7 
2.2.2. Mengacu pada kerangka dasar penyusunan 6.28  7  7 
2.2.3. Melewati tahapan operasional pengembangan  5.27  7 
2.2.4. Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan  6.13  7 
2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan  6.39  6.56 
2.3.1. Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku 3.76  6.99  6.99 
2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi  4.57  5.24 
2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal 6.99  7  7 
2.3.4. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa  6.99  7 
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5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4.77  3.79  3.98 
5.1. Ketersediaan  dan kompetensi guru sesuai ketentuan 6.19  4.58  3.48 
5.1.1. Berkualifikasi minimal S1/D4 6.69  0  3.62 
5.1.2. Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang 0  0  0 
5.1.3. Tersedia untuk tiap mata pelajaran  0  0 
5.1.4. Bersertifikat pendidik  7  7 
5.1.5. Berkompetensi pedagogik minimal baik 5.8  5.8  5.8 
5.1.6. Berkompetensi kepribadian minimal baik   

5.1.7. Berkompetensi profesional minimal baik 6.08  6.08  6.08 
5.1.8. Berkompetensi sosial minimal baik   0 
5.2. Ketersediaan  dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan 6.14  4.98  6.33 
5.2.1. Berkualifikasi minimal S1/D4 7  7  7 
5.2.2. Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan 7  7  7 
5.2.3. Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan  0  7 
5.2.4. Berpangkat minimal III/c atau setara 7  7  7 
5.2.5. Bersertifikat pendidik  0  7 
5.2.6. Bersertifikat kepala sekolah  0  0 
5.2.7. Berkompetensi kepribadian minimal baik 5.83   5.83 
5.2.8. Berkompetensi manajerial minimal baik 4.95   4.95 
5.2.9. Berkompetensi kewirausahaan minimal baik 6.41  6.41  6.41 
5.2.10. Berkompetensi supervisi minimal baik 4.66  4.95  4.66 
5.2.11. Berkompetensi sosial minimal baik 6.3  6.3  6.3 
5.3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan 1.99  3.58  1.79 
5.3.1. Tersedia Kepala Tenaga Administrasi   0 
5.3.2. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/sederajat   0 
5.3.3. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat   

5.3.4. Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi 7  7  7 
5.3.5. Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan 2.96  2.96  2.96 
5.3.6. Berkompetensi kepribadian minimal baik   

5.3.7. Berkompetensi sosial minimal baik   

5.3.8. Berkompetensi teknis minimal baik   

5.3.9. Berkompetensi manajerial minimal baik   

3 Standar Proses 5.5  6.37  6.99 
3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan 6.33  6.59  6.99 
3.1.1. Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan 6.18  7  7 
3.1.2. Mengarah pada pencapaian kompetensi 7  6.23  7 
3.1.3. Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis 5.14  6.81  6.99 
3.1.4. Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah 7  6.34  7 
3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat 5.78  6.79  7 
3.2.1. Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan 6.98  6.99  6.99 
3.2.2. Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran 6.76  6.76  7 
3.2.3. Mendorong siswa mencari tahu 4.17  6.97  7 
3.2.4. Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah 6.69  6.94  6.99 
3.2.5. Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi 6.8  6.93  7 
3.2.6. Memberikan pembelajaran terpadu 6.81  6.92  7 
3.2.7. Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 6.7  6.92  7 
3.2.8. Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif 6.7  6.89  7 
3.2.9. Mengutamakan  pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat 6.92  6.96  7 
3.2.10. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja

adalah kelas.
3.97  7  7 

3.2.11. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. 4.5  6.95  7 
3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa  6.34  7 
3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pembelajaran
3.28  5.79  7 

3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar 5.24  6.46  7 
3.2.15. Mengelola kelas saat menutup pembelajaran 5.46  7  7 
3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran 4.39  5.73  7 
3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif  2.73  6.99 
3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik  7  7 
3.3.3. Melakukan pemantauan proses pembelajaran 3.53  6.07  7 
3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru 4.37  6.07  7 
3.3.5. Mengevaluasi proses pembelajaran 4.79  5.99  7 
3.3.6. Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran 4.86  6.55  7 

4 Standar Penilaian Pendidikan 5.44  5.72  6.97 
4.1. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi 5.83  6.31  6.87 
4.1.1. Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan 5.71  6.73  6.74 
4.1.2. Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah 5.94  5.89  7 
4.2. Teknik penilaian obyektif dan akuntabel 5.74  5.36  6.99 
4.2.1. Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel 5.71  6.01  6.99 
4.2.2. Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap 5.78  4.71  7 
4.3. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti 4.68  6.27  6.99 
4.3.1. Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian 4.69  7  7 
4.3.2. Melakukan pelaporan penilaian secara periodik 4.66  5.54  6.99 
4.4. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek 5.76  5.01  6.99 
4.4.1. Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap 5.74  5.15  7 
4.4.2. Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan 5.58  4.89  7 
4.4.3. Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan 5.97  4.99  7 
4.5. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur 5.2  5.63  6.99 
4.5.1. Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur 4.69  5.56  7 
4.5.2. Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur 5.71  6.33  7 
4.5.3. Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai  4.99  7 
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5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan 1.99  0  1.57 
5.4.1. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium  0  0 
5.4.2. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai  0  0 
5.4.3. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat   

5.4.4. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai   0 
5.4.5. Tersedia Tenaga Teknisi Laboran 0  0  0 
5.4.6. Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan   7 
5.4.7. Tersedia Tenaga Laboran 0   7 
5.4.8. Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan  0  7 
5.4.9. Berkompetensi kepribadian minimal baik   0 
5.4.10. Berkompetensi sosial minimal baik   0 
5.4.11. Berkompetensi manajerial minimal baik   0 
5.4.12. Berkompetensi profesional minimal baik   0 
5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan 1.99  0  2.1 
5.5.1. Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan  0  7 
5.5.2. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai  0  0 
5.5.3. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat   0 
5.5.4. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai   0 
5.5.5. Tersedia Tenaga Pustakawan 0  0  0 
5.5.6. Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan   7 
5.5.7. Berkompetensi manajerial minimal baik   0 
5.5.8. Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik   0 
5.5.9. Berkompetensi kependidikan minimal baik   0 
5.5.10. Berkompetensi kepribadian minimal baik   0 
5.5.11. Berkompetensi sosial minimal baik   0 
5.5.12. Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik   0 

5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4.77  3.79  3.98 
5.1. Ketersediaan  dan kompetensi guru sesuai ketentuan 6.19  4.58  3.48 
5.1.1. Berkualifikasi minimal S1/D4 6.69  0  3.62 
5.1.2. Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang 0  0  0 
5.1.3. Tersedia untuk tiap mata pelajaran  0  0 
5.1.4. Bersertifikat pendidik  7  7 
5.1.5. Berkompetensi pedagogik minimal baik 5.8  5.8  5.8 
5.1.6. Berkompetensi kepribadian minimal baik   

5.1.7. Berkompetensi profesional minimal baik 6.08  6.08  6.08 
5.1.8. Berkompetensi sosial minimal baik   0 
5.2. Ketersediaan  dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan 6.14  4.98  6.33 
5.2.1. Berkualifikasi minimal S1/D4 7  7  7 
5.2.2. Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan 7  7  7 
5.2.3. Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan  0  7 
5.2.4. Berpangkat minimal III/c atau setara 7  7  7 
5.2.5. Bersertifikat pendidik  0  7 
5.2.6. Bersertifikat kepala sekolah  0  0 
5.2.7. Berkompetensi kepribadian minimal baik 5.83   5.83 
5.2.8. Berkompetensi manajerial minimal baik 4.95   4.95 
5.2.9. Berkompetensi kewirausahaan minimal baik 6.41  6.41  6.41 
5.2.10. Berkompetensi supervisi minimal baik 4.66  4.95  4.66 
5.2.11. Berkompetensi sosial minimal baik 6.3  6.3  6.3 
5.3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan 1.99  3.58  1.79 
5.3.1. Tersedia Kepala Tenaga Administrasi   0 
5.3.2. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/sederajat   0 
5.3.3. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat   

5.3.4. Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi 7  7  7 
5.3.5. Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan 2.96  2.96  2.96 
5.3.6. Berkompetensi kepribadian minimal baik   

5.3.7. Berkompetensi sosial minimal baik   

5.3.8. Berkompetensi teknis minimal baik   

5.3.9. Berkompetensi manajerial minimal baik   



109

5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan 1.99  0  1.57 
5.4.1. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium  0  0 
5.4.2. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai  0  0 
5.4.3. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat   

5.4.4. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai   0 
5.4.5. Tersedia Tenaga Teknisi Laboran 0  0  0 
5.4.6. Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan   7 
5.4.7. Tersedia Tenaga Laboran 0   7 
5.4.8. Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan  0  7 
5.4.9. Berkompetensi kepribadian minimal baik   0 
5.4.10. Berkompetensi sosial minimal baik   0 
5.4.11. Berkompetensi manajerial minimal baik   0 
5.4.12. Berkompetensi profesional minimal baik   0 
5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan 1.99  0  2.1 
5.5.1. Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan  0  7 
5.5.2. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai  0  0 
5.5.3. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat   0 
5.5.4. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai   0 
5.5.5. Tersedia Tenaga Pustakawan 0  0  0 
5.5.6. Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan   7 
5.5.7. Berkompetensi manajerial minimal baik   0 
5.5.8. Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik   0 
5.5.9. Berkompetensi kependidikan minimal baik   0 
5.5.10. Berkompetensi kepribadian minimal baik   0 
5.5.11. Berkompetensi sosial minimal baik   0 
5.5.12. Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik   0 

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 2.51  3.52  3.34 
6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai 2.54  3.84  3.5 
6.1.1. Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai 5.09  4.8  4.8 
6.1.2. Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa 0  0  0 
6.1.3. Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan  6.06  7 
6.1.4. Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa   0 
6.1.5. Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan  5.91  7 
6.1.6. Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan  4.91  7 
6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak 1.45  1.69  1.81 
6.2.1. Memiliki ruang kelas sesuai standar 2.83  4  2.97 
6.2.2. Memiliki laboratorium IPA sesuai standar  0  0 
6.2.3. Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar 0  0.88  1.75 
6.2.4. Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar  0  0 
6.2.5. Memiliki laboratorium biologi sesuai standar  0  0 
6.2.6. Memiliki laboratorium fisika sesuai standar  1.4  1.75 
6.2.7. Memiliki laboratorium kimia sesuai standar  1.4  1.4 
6.2.8. Memiliki laboratorium komputer sesuai standar  1.4  1.4 
6.2.9. Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar  1.4  2.33 
6.2.10. Kondisi ruang kelas layak pakai 1.51  4.2  4.66 
6.2.11. Kondisi laboratorium IPA layak pakai  0  0 
6.2.12. Kondisi ruang perpustakaan layak pakai  2.33  2.45 
6.2.13. Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai   7 
6.2.14. Kondisi laboratorium biologi layak pakai  0  

6.2.15. Kondisi laboratorium fisika layak pakai  0  1.63 
6.2.16. Kondisi laboratorium kimia layak pakai  0  0 
6.2.17. Kondisi laboratorium komputer layak pakai  0  0 
6.2.18. Kondisi laboratorium bahasa layak pakai  0  1.16 
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6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 2.51  3.52  3.34 
6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai 2.54  3.84  3.5 
6.1.1. Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai 5.09  4.8  4.8 
6.1.2. Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa 0  0  0 
6.1.3. Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan  6.06  7 
6.1.4. Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa   0 
6.1.5. Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan  5.91  7 
6.1.6. Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan  4.91  7 
6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak 1.45  1.69  1.81 
6.2.1. Memiliki ruang kelas sesuai standar 2.83  4  2.97 
6.2.2. Memiliki laboratorium IPA sesuai standar  0  0 
6.2.3. Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar 0  0.88  1.75 
6.2.4. Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar  0  0 
6.2.5. Memiliki laboratorium biologi sesuai standar  0  0 
6.2.6. Memiliki laboratorium fisika sesuai standar  1.4  1.75 
6.2.7. Memiliki laboratorium kimia sesuai standar  1.4  1.4 
6.2.8. Memiliki laboratorium komputer sesuai standar  1.4  1.4 
6.2.9. Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar  1.4  2.33 
6.2.10. Kondisi ruang kelas layak pakai 1.51  4.2  4.66 
6.2.11. Kondisi laboratorium IPA layak pakai  0  0 
6.2.12. Kondisi ruang perpustakaan layak pakai  2.33  2.45 
6.2.13. Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai   7 
6.2.14. Kondisi laboratorium biologi layak pakai  0  

6.2.15. Kondisi laboratorium fisika layak pakai  0  1.63 
6.2.16. Kondisi laboratorium kimia layak pakai  0  0 
6.2.17. Kondisi laboratorium komputer layak pakai  0  0 
6.2.18. Kondisi laboratorium bahasa layak pakai  0  1.16 

6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak 3.54  2.78  3.65 
6.3.1. Memiliki ruang pimpinan sesuai standar  2.33  3.5 
6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar  0  3.5 
6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar  3.5  3.5 
6.3.4. Memiliki tempat ibadah sesuai standar  3.5  3.5 
6.3.5. Memiliki jamban sesuai standar 3.54  1.8  3.32 
6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar  0  3.5 
6.3.7. Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar   0 
6.3.8. Memiliki ruang tata usaha sesuai standar  3.5  3.5 
6.3.9. Memiliki ruang konseling sesuai standar  3.5  7 
6.3.10. Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar  3.5  3.5 
6.3.11. Menyediakan kantin yang layak  7  7 
6.3.12. Menyediakan tempat parkir yang memadai  6.99  6.99 
6.3.13. Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja  6.3  7 
6.3.14. Kondisi ruang pimpinan layak pakai  3.5  0 
6.3.15. Kondisi ruang guru layak pakai  0  1.4 
6.3.16. Kondisi ruang UKS layak pakai  0.58  1.4 
6.3.17. Kondisi tempat ibadah layak pakai  0  0 
6.3.18. Kondisi jamban sesuai standar  0.87  2.33 
6.3.19. Kondisi gudang layak pakai   0 
6.3.20. Kondisi ruang sirkulasi layak pakai  7  7 
6.3.21. Kondisi ruang tata usaha layak pakai  0  0 
6.3.22. Kondisi ruang konseling layak pakai  0  0 
6.3.23. Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai  0  0 
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8 Standar Pembiayaan 4.41  6.12  6.22 
8.1. Sekolah memberikan layanan subsidi silang 2.33  6.99  6.99 
8.1.1. Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu 0  7  7 
8.1.2. Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas 0  7  7 
8.1.3. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu 7  7  7 
8.2. Beban operasional sekolah sesuai ketentuan 6.99  7  7 
8.2.1. Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan 6.99  7  7 
8.3. Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik 3.91  4.36  4.66 
8.3.1. Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya 7  0  0 
8.3.2. Memiliki laporan pengelolaan dana 2.8  6.96  7 
8.3.3. Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan 1.95  6.12  7 

7 Standar Pengelolaan Pendidikan 6.11  6.14  6.52 
7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan 6.02  6.51  6.99 
7.1.1. Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan 6.99  7  7 
7.1.2. Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan 6.39  6.94  7 
7.1.3. Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah 4.68  5.6  7 
7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan 6.26  6.34  6.96 
7.2.1. Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap 5.04  5.1  6.81 
7.2.2. Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan 6.72  6.99  6.99 
7.2.3. Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan 6.61  6.03  7 
7.2.4. Melaksanakan kegiatan evaluasi diri 7  6.43  7 
7.2.5. Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan 6.48  6.64  7 

7.2.6. Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran 5.71  6.85  6.99 
7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan 5.52  1.98  2.33 
7.3.1. Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik 6.06   

7.3.2. Berjiwa kepemimpinan  5.48  7 
7.3.3. Mengembangkan sekolah dengan baik 4.95   0 
7.3.4. Mengelola sumber daya dengan baik  6.41  7 
7.3.5. Berjiwa kewirausahaan 6.41   0 
7.3.6. Melakukan supervisi dengan baik 4.66   0 
7.4. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen 6.65  6.95  7 
7.4.1. Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan 6.65  6.95  7 
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mrican Caturtunggal Depok Sleman, Telepon (0274) 513515 Faksimile (0274) 513438

Website : smkn2depoksleman.sch.id.Email : smkn2depok@yahoo.com Kode Pos 55281

Nomor SOP 01/SOP/ SMKN2 Depok -TU/2017
Tanggal Pembuatan 17 Juli 2017

Tanggal Revisi -
Tanggal Efektive 1 Agustus 2017
Disahkan Oleh Kepala Sekolah

Drs. Aragani Mizan Zakaria, M.Pd
NIP 19630203 198803 1 010

Nama SOP Penyusunan program kegiatan Sub
Bag Tata Usaha

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan DaerahIstimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan

Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan Pada SMK Negeri 2 Depok Sleman

1. Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi
dan Aturan

2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
4. Mengetahui penggunaan perangkat computer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pengumpulan Data
2. SOP Rapat Internal

1. Lembaran kerja / Rencana Kerja dan Anggaran
2. Ruangan rapat internal
3. Komputer, Printer, LCD, HVS
4. Jaringan internet

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila draft Penyusunan program kegiatan Sub Bag Tata Usaha yang diajukan tidak disetujui maka
penyelesaian pekerjaan selanjutnya akan terlambat dan berakibat pada kinerja yang rendah

Disimpan sebagai dokumen Program kerja dan Kegiatan
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SOP : Menyusun program kegiatan Kepala Tata Usaha

KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU
Keteranga

nKa TU
Penyusun
program

dan laporan

Kepala
Sekolah Pengarsipan Kelengkapan dan

Peralatan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Membuat rencana kerja terkait penyusunan

program kegiatan subag Tata usaha
Agenda dan
Kertas kerja

3 hari Rencana kerja -

2. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan ,
referensi , aturan terkait penyusunan
program /kegiatan ketatausahaan.

Disposisi
ATK

1 hari bahan , referensi
, aturan

-

3. Mengumpulkan  data lapangan , saran dan
masukan dalam rangka peningkatan
pelayanan di tata usaha.

Surat tugas,
SPPD, Kendaraan

5 hari Data lapangan,
Laporan

SOP
Pengumpul
an data

4. Melakukan rekapitulasi , analisis,
pencermatan atas data dan bahan dan
menyerahkan ke Kasubag TU

Disposisi, Data,
Bahan, Komputer,
HVS

3 hari rekapitulasi ,
analisis,
pencermatan

-

5. Melaksanakan rapat  dan membuat  draft
rencana program / kegiatan menjadi
sebuah dokumen dan menyerahkannya
kepada pimpinan untuk dicermati dan
koreksi

Ruang rapat, LCD,
Makan minum,
computer, ATK

3  jam Notulen rapat SOP Rapat
internal

6. Memeriksa  dan mengoreksi draft . Jika
sudah benar akan disetujui dan diteruskan
ke Kasubag untuk difinalisasi. Jika tidak,
maka akan dikembalikan ke Kasubag untuk
diperbaiki sesuai arahan.

Draft rencana
program / kegiatan

1 hari Dokument
rencana program
/ kegiatan

-

7. Menugaskan penyusun program untuk
finalisasi

Dokument rencana
program / kegiatan

10 menit Dokument
rencana program
/ kegiatan

-

8. Finalisasi Dokument rencana
program /
kegiatan, lemari
arsip

1 hari Dokument
rencana program
/ kegiatan

-

9. Mendokumentasikan sebagai dokumen
dan arsip Subag TU Biro

Dokument
rencana program
/ kegiatan

10 menit Dokument /
arsip

Sop
pengarsipa
n
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mrican Caturtunggal Depok Sleman, Telepon (0274) 513515 Faksimile (0274) 513438

Website : smkn2depoksleman.sch.id.Email : smkn2depok@yahoo.com Kode Pos 55281

Nomor SOP 02/SOP/ SMKN2 Depok -TU/2017

Tanggal Pembuatan 17 Juli 2017

Tanggal Revisi -
Tanggal Efektive 1 Agustus 2017
Disahkan Oleh Kepala Sekolah

Drs. Aragani Mizan Zakaria, M.Pd
NIP 19630203 198803 1 010

Nama SOP Penyusunan program kegiatan Biro

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan DaerahIstimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis
Pendidikan Pada Sekolah Menengah Kejuruan.....

1. Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi
dan Aturan

2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
4. Mengetahui penggunaan perangkat computer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pengumpulan Data
2. SOP Rapat Internal

1. Lembaran kerja / Rencana Kerja dan Anggaran
2. Ruangan rapat internal
3. Komputer, Printer, LCD, HVS,
4. Jaringan internet

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila draft Penyusunan program kegiatan Subag TU  yang diajukan tidak disetujui maka
penyelesaian pekerjaan selanjutnya akan terlambat dan berakibat pada kinerja yang renadah

Disimpan sebagai dokumen Program kerja dan Kegiatan
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SOP : Menyusun program kegiatan Sekolah

KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU
Keteranga

nKepala
Sekolah Ka TU

Penyusun
program

dan laporan

Peng
administrasi

umum

Kelengkapan
dan Peralatan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Memberi intruksi kepada seluruh bagian

melalui Ka TU untuk membuat rencana
penyusunan program kegiatan Sekolah

Agenda dan
Kertas kerja
ATK

1 hari Instruksi -

2. Mendistribusikan intruksi untuk masing
masing bagian menyiapkan dan membuat
program /kegiatan sesuai Tupoksi dan RPJM,
RPJP

Instruksi
ATK

3 jam Instruksi sampai -

3. Mengumpulkan semua program kegiatan
yang telah disusun bagian menjadi sebuah
draft dokumen program kegiatan Sekolah

Draft program
kegiatan
ATK

3 Jam Draft program
kegiatan

-

4. Menyampaikan draft kepada pimpinan untuk
dikoreksi dan dicermati sesuai prioritas.

Draft program
kegiatan

5 menit Draft program
kegiatan

-

5. Mencermati dan mengoreksi draft yang telah
diterima untuk disampaikan kepada pimpinan

Draft program
kegiatan
ATK

1 hari Draft program
kegiatan biro

-

6. Memeriksa  dan mengoreksi draft . Jika
sudah benar akan disetujui dan diteruskan ke
Kasubag untuk difinalisasi. Jika tidak, maka
akan dikembalikan ke masing masing bagian
melalui Ka TU untuk diperbaiki sesuai
arahan.

Draft rencana
program /
kegiatan Biro

1 hari Dokument
program /
kegiatan Biro

-

7. Menugaskan penyusun program untuk
melakukan finalisasi

Dokument
program /
kegiatan
Disposisi

10 menit Dokument
program /
kegiatan

-

8. Mendistribusikan dokumen program kegiatan
setelah difinalisasi kepada masing masing
bagian untuk arsip internal

Dokument
program /
kegiatan
ATK

3 jam Dokument
program /
kegiatan

-

9. Mendokumentasikan sebagai dokumen dan
arsip Sekolah

Dokument
program /
kegiatan

10 menit Dokument / arsip SOP
Pengarsipa
n
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mrican Caturtunggal Depok Sleman, Telepon (0274) 513515 Faksimile (0274) 513438

Website : smkn2depoksleman.sch.id.Email : smkn2depok@yahoo.com Kode Pos 55281

Nomor SOP 03/SOP/ SMKN2 Depok -TU/2017

Tanggal Pembuatan 17 Juli 2017

Tanggal Revisi -
Tanggal Efektive 1 Agustus 2017
Disahkan Oleh Kepala Sekolah

Drs. Aragani Mizan Zakaria, M.Pd
NIP 19630203 198803 1 010

Nama SOP Penyusunan Renstra
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan DaerahIstimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan
Pada Sekolah Menengah Kejuruan .....

1. Memiliki kemampuan Pengumpulan data, bahan, referensi
dan aturan

2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pengumpulan Data
2. SOP Rapat Internal
3. SOP Pengiriman dokumen
4. SOP Pembuatan RPJMD, Visi dan Misi
5. SOP Pelaksanaan ekspose dan sosialisasi

1. Lembaran kerja / Rencana Kerja dan Anggaran
2. Ruangan rapat internal
3. Komputer, Printer, LCD, HVS,
4. Jaringan internet

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila draft laporan yang diajukan tidak disetujui maka penyelesaian Renstra akan terlambat atau
bahkan tidak terselesaikan

Disimpan sebagai dokumen Program kerja dan Kegiatan
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SOP: Penyusunan Renstra

KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Keterangan
Penyusun
program

dan
laporan

Ka TU Kepala
Sekolah

Peng
administrasi

umum

Kelengkapan dan
Peralatan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menyiapkan bahan bahan meliputi dokumen

program rencana kegiatan Sekolah, Visi dan
misi Sekolah, Isu isu strategis ,RPJPD,
RPJM

Agenda dan
Kertas kerja

3 hari Rencana kerja -

2. Membuat dan mengajukan konsep kerja
penyusunan Renstra Sekolah dan
menyerahkan ke Ka TU untuk dicermati

Disposisi 1 hari bahan ,
referensi ,
aturan

-

3. Menerima dan mencermati konsep Renstra
dalam rapat internal bersama unit kerja unit
kerja.

Surat tugas,
SPPD,
Kendaraan,
Rupiah

5 hari Data
lapangan,
Laporan

SOP
Pengumpula
n data

4. Melakukan perbaikan, penyempurnaan
konsep Renstra Biro hasil rapat kepada
Kepala Sekolah untuk diperiksa dan
dicermati kembali.

Dokumen
RPJMD, Visi dan
Misi Dinas

3  jam Konsep
Renstra

SOP
RPJMD, Visi
dan Misi

5. Mencermati dan memeriksa konsep Renstra.
Jika sudah sesuai maka akan ditandatangani
untuk selanjutnya difinalisasi dan
didistribusikan ke masing masing unit kerja.
Jika belum maka akan dirapatkan kembali
untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Konsep draft
Renstra,
Komputer, HVS

1 hari Konsep draft
Renstra

-

6. Melakukan finalisasi dokumen Renstra
Sekolah sebelum digandakan dan distribusi

Konsep draft
Renstra

1 hari Draft Renstra -

7. Melakukan penggandaan dan distribusi ke
masing masing unit kerja dan pihak yang
memerlukan.

Draft Renstra dan
RKT

1 hari Dokumen
Renstra

SOP Rapat

8. Mendokumentasikan dokumen Renstra Dokumen
Renstra, lemari
arsip

5 menit Dokumen
Renstra
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mrican Caturtunggal Depok Sleman, Telepon (0274) 513515 Faksimile (0274) 513438

Website : smkn2depoksleman.sch.id.Email : smkn2depok@yahoo.com Kode Pos 55281

Nomor SOP 04/SOP/ SMKN2 Depok -TU/2017

Tanggal Pembuatan 17 Juli 2017

Tanggal Revisi -
Tanggal Efektive 1 Agustus 2017
Disahkan Oleh Kepala Sekolah

Drs. Aragani Mizan Zakaria, M.Pd
NIP 19630203 198803 1 010

Nama SOP Menyusun Rencana Kerja Anggaran
(RKA)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan DaerahIstimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan
Pada Sekolah Menengah Kejuruan

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
3. Mengetahui penggunaan perangkat computer
4. Mengetahui aplikasi computer penyusunan RKA

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Rapat Internal 1. Lembaran kerja

2. Ruangan rapat internal
3. Komputer, Printer, LCD, HVS,
4. Jaringan internet

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila draft RKA yang disampaikan tidak sesuai dengan prioritas dan aturan SHBJ dan ASB maka
draft RKA akan sering dikembalikan dan menghambat jadwal selanjutnya seperti pencermatan oleh
akan TAPD

Disimpan sebagai dokumen Program kerja dan Kegiatan serta
RKA



119

SOP: Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)

KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Keterangan
Ka TU Penyusun

program
Kepala
Sekolah

Pengadm
inistrasi
umum

Kelengkapan dan
Peralatan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Membuat rencana kerja dan menyiapkan bahan dan

informasi terkait penyusunan rencana kerja anggaran
(RKA)

Agenda kerja 3 hari Rancangan RKA -

2. Menyampaikan blanko isian dan nformasi kepada
masing masing seksi tentang penyusunan RKA

Rancangan RKA 1 Jam Blanko isian
rancangan RKA

-

3. Mengumpulkan blanko isian dari masing masing
seksi sudah dalam bentuk draft RKA untuk kemudian
diserahkan kepada Ka TU

Blanko isian
rancangan RKA

5 hari Konsep RKA -

4. Melaksanakan rapat internal perhitungan rincian
pemakaian anggaran dari setiap kegiatan seksi
termasuk biaya rutin

Konsep RKA,
Ruang rapat,
Makan, Minum,
LCD, Komputer,
ATK

3  jam Konsep RKA SOP Rapat

5. Menyempurnakan draft RKA serta aliran kasnya
hasil rapat dan diserahkan kepada Kepala  untuk
dinilai dan koreksi

Konsep RKA, ATK,
Kompputer

1 hari Draft RKA -

6. Menilai dan mengoreksi draft RKA. Jika draft RKA
sudah benar akan diberikan tandatangan untuk
selanjutnya difinalisasi , digandakan dan distribusi.  .
Jika  belum maka akan dikembalikan dan diperbaiki
sesuai arahan

Draft RKA 15 menit Disposisi
Dokumen  RKA

-

7. Melakukan finalisasi draft RKA , menggandakan dan
menyerahkannya untuk di dokumentasikan dan
didistribusikan kepada masing masing seksi.

Dokumen RKA,
Komputer, ATK

3 hari Dokumen RKA -

8. Membagikan dokumen RKA dan jadwal pencermatan
TAPD

Dokumen RKA 3 jam Dokumen RKA -

9. Mendokumentasikan dokumen RKA Dokumen RKA 3 menit Arsip Dokumen
RKA

-
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mrican Caturtunggal Depok Sleman, Telepon (0274) 513515 Faksimile (0274) 513438

Website : smkn2depoksleman.sch.id.Email : smkn2depok@yahoo.com Kode Pos 55281

Nomor SOP 05/SOP/ SMKN2 Depok -TU/2016

Tanggal Pembuatan 17 Juli 2017

Tanggal Revisi -
Tanggal Efektive 1 Agustus 2017
Disahkan Oleh Kepala Sekolah

Drs. Aragani Mizan Zakaria, M.Pd
NIP 19630203 198803 1 010

Nama SOP Menyusun Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan DaerahIstimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis
Pendidikan Pada Sekolah Menengah Kejuruan

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
3. Mengetahui penggunaan perangkat computer
4. Mengetahui aplikasi computer penyusunan RKA dan DPA

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Rapat Internal 1. Lembaran kerja
2. Ruangan rapat internal
3. Komputer, Printer, LCD, HVS,
4. Jaringan internet

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila draft DPA yang disampaikan tidak sesuai dengan prioritas dan aturan SHBJ dan ASB maka
draft DPA akan sering dikembalikan dan menghambat jadwal selanjutnya seperti pencermatan oleh
akan TAPD

Disimpan sebagai dokumen Program kerja dan Kegiatan serta
DPA
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SOP: Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Keterangan
Ka TU

Penyusun
program dan

laporan

Kepala
Sekolah

Kelengkapan dan
Peralatan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menyiapkan dokumen rencana kerja anggaran

(RKA) dan jadwal pencermatan dengan TAPD
Agenda kerja, RKA
Jadwal pencermatan

15 menit Dokumen RKA
Jadwal pencermatan

-

2. Mencermati dan mengikuti penyesuaian RKA
bersama TAPD

Undangan
pencermatan
Dokumen RKA,
ATK, Komputer

4 jam Dokumen RKA
Hasil pencermatan

Pelaksanaa
n bisa
berulang

3. Melakukan penyesuaian RKA termasuk aliran kas
setelah pencermatan bersama TAPD

Dokumen RKA,
Komputer, ATK

1 jam Dokumen RKA
Jadwal pencermatan

-

4. Melaksanakan rapat internal atas penyesuaian yang
terjadi dengan TAPD apakah dapat diterima atau
perlu ditinjau ulang

Dokumen RKA,
Ruang rapat,
Makan, Minum,
LCD, Komputer

3  jam Dokumen RKA SOP Rapat

5. Membuat draft DPA dan diserahkan kepada Kepala
Sekolah untuk dinilai dan koreksi

Draft DPA, ATK,
Komputer

1 hari Draft DPA -

6. Menilai dan mengoreksi draft DPA. Jika sudah
sesuai  akan ditandatangani untuk selanjutnya
digandakan, distribusi.  Jika belum akan
dikembalikan untuk diperbaiki

Draft DPA 1 5 menit Disposisi
Dokumen DPA

-

7. Menerima DPA yang sudah ditandatangani
kemudian digandakan dan didistribusikan kepada
masing maisng seksi untuk bahan bersama sama di
Dikpora

Dokumen DPA,
Fotocopy, penjilidan

3 hari Dokumen DPA -

8. Mengikuti pembahasan dengan Dikpora. Jika ada
penyesuaian dari Dikpora akan segera diperbaiki
dan jika tidak maka langsung ditindak lanjuti untuk
dilaksanakan

Jadwal pembahasan
DPRD
Dokumen DPA

4 jam Disposisi
Dokumen DPA

-

9. Menugaskan penyusun program untuk perbaikan
penyesuaian dari Dikpora kemudian dibagikan dan
disimpan sebagai arsip

Disposisi
Dokumen DPA,

3 jam Disposisi
DPA

Pelaksanaa
n bisa
berulang

10. Melakukan perbaikan, mendistribusikan dan
menyimpan DPA sebagai arsip

DPA 3 menit Arsip DPA -
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mrican Caturtunggal Depok Sleman, Telepon (0274) 513515 Faksimile (0274) 513438

Website : smkn2depoksleman.sch.id.Email : smkn2depok@yahoo.com Kode Pos 55281

Nomor SOP 06/SOP/ SMKN2 Depok -TU/2017

Tanggal Pembuatan 17 Juli 2017

Tanggal Revisi -
Tanggal Efektive 1 Agustus 2017
Disahkan Oleh Kepala Sekolah

Drs. Aragani Mizan Zakaria, M.Pd
NIP 19630203 198803 1 010

Nama SOP Pelaksanaan penyusunan ROPK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan DaerahIstimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan
Pada Sekolah Menengah Kejuruan

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
3. Mengetahui penggunaan perangkat computer
4. Mengetahui computer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Rapat Internal 1. Lembaran kerja
2. Ruangan rapat internal
3. Komputer, Printer, LCD, HVS,
4. Jaringan internet

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila draft ROPK yang disampaikan tidak sesuai dengan prioritas dan aturan SHBJ dan ASB maka
draft ROPK akan sering dikembalikan dan menghambat jadwal selanjutnya seperti pencermatan oleh
TAPD

Disimpan sebagai dokumen Program kerja dan Kegiatan
Penyusunan ROPK
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SOP: Pelaksanaan penyusunan ROPK

KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU

Keterang
anPenyusun

program Ka TU Kepala
Kantor

Pengadminist
rasi umum Kelengkapan dan Peralatan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Membuat rencana kerja penyusunan rencana

operasional pelaksanaan kegiatan (ROPK)
Agenda kerja / Rencana kerja
Konsep ROPK
ATK, Komputer

10 hari Konsep
ROPK

-

2. Menyampaikan informasi , blanko dan bahan
pendukung kepada masing masing seksi tentang
penyusunan ROPK

Konsep ROPK
Blanko RKA, KUA- PPAS

3 hari Konsep
ROPK

-

3. Mengumpulkan data dan bahan penyusunan
ROPK dari masing masing seksi

Konsep ROPK
Data dan bahan

2 jam Konsep
ROPK

-

4. Membuat  draft  Jadwal pelaksanaan rencana
pelaksanaan fisik dan penyerapan progres
keuangan

Konsep ROPK
Jadwal , ATK

2 jam Konsep
ROPK
Progres
keuangan

-

5. Rapat  koordinasi Konsep ROPK
Progres keuangan
ATK, LCD.

2 jam Konsep
ROPK
Notulen

SOP
Rapat

6. Mengikuti penlaksanaan pencermatan RKA atau
DPA bersama Dikpora

Konsep ROPK
Progres keuangan
RKA, DPA

3 jam Draft ROPK
Progres
keuangan

Pelaksana
annya
bisa
berulang

7. Melakukan penyempurnaan dan perbaikan
bersama seksi internal atas masukan seksi seksi

Draft ROPK
Komputer, ATK

1 jam Draft ROPK -

8. Menyampaikan hasil  pelaksanaan pencermatan
kepada Kepala Sekolah untuk disetujui. Jika
sudah sesuai akan diberikan tandatangan dan
jika tidak akan dikembalikan dan diperbaiki

Draft ROPK 15 menit ROPK -

9. Penggandaan dan distribusi Buku ROPK, Foto copy 2 hari Buku ROPK -

10. Dokumentasi dan pengarsipan Buku ROPK 3 menit Arsip -
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mrican Caturtunggal Depok Sleman, Telepon (0274) 513515 Faksimile (0274) 513438

Website : smkn2depoksleman.sch.id.Email : smkn2depok@yahoo.com Kode Pos 55281

Nomor SOP 07/SOP/ SMKN2 Depok -TU/2017

Tanggal Pembuatan 17 Juli 2017

Tanggal Revisi -
Tanggal Efektive 1 Agustus 2017
Disahkan Oleh Kepala Sekolah

Drs. Aragani Mizan Zakaria, M.Pd
NIP 19630203 198803 1 010

Nama SOP Pelaksanaan penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan DaerahIstimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan
Pada Sekolah Menengah Kejuruan

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
3. Mengetahui penggunaan perangkat computer
4. Mengetahui computer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Rapat Internal 1. Lembaran kerja
2. Ruangan rapat internal
3. Komputer, Printer, LCD, ATK,
4. Jaringan internet

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila draft RKT yang disampaikan tidak sesuai dengan prioritas pembangunan maka draft RKT akan
sering dikembalikan dan menghambat jadwal Finalisasi

Disimpan sebagai dokumen RKT
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SOP : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Keterangan
Ka TU Penyusun

program
Kepala
Sekolah

Pengad
ministras
i umum

Kelengkapan dan
Peralatan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Membuat konsep format RKT yang memuat :

Sasaran strategis, Indikator kinerja dan Target
pencapaiannya

Rancangan Renstra
Komputer
ATK

7 hari Konsep
RKT

-

2. Menggandakan  dan menyampaikan konsep format
RKT kemasing masing bagian untuk diisi

Konsep Renstra 10 menit Konsep
RKT

-

3. Mengumpulkan format isian dan membuat konsep
RKT untuk bahan rapat internal penyusunan RKT

4. Melaksanakan rapat  koordinasi penyusunan RKT
mencakup pembagian tugas, jadwal penyelesaian,
Jadwal pertemuan progres report

Konsep Renstra, Ruang
rapat, Makan, Minum,
LCD, Komputer

3 jam Notulen SOP Rapat

5. Memperbaharui konsep RKT berdasarkan masukan
hasil rapat menjadi draft RKT dan mengajukannya
kepada Kasubag untuk dinilai dan diperiksa

Konsep Renstra, Notulen,
Komputer, ATK

1 hari Draft RKT -

6. Memeriksa dan mencermati draft RKT. Jika sudah
baik diberikan paraf untuk diteruskan kepada
Kepala dan jika belum akan dikembalikan  untuk
diperbaiki

Draft Renstra 15 menit Disposisi
Draft RKT

-

7. Memperbaiki draft RKT kembali dan
menyerahkannya kepada Kepala untuk di nilai dan
diberi tandatangan

Disposisi
Draft Renstra

1 Jam Draft RKT -

8. Menilai dan mencermati draft RKT.  Jika draft sudah
sesuai akan diberi tandatangan dan jika belum akan
dikembalikan untuk diperbaiki

Draft Renstra 10 menit RKT -

9. Menerima ,menggandakan dan mendistribusikan
RKT ke masing masing unit kerja dan
pengadministrasi umum

Disposisi
Renstra
Foto copy, penjilidan

3 hari Dokumen
RKT

Pelaksanaa
nnya terkait
percetakan

10. Menerima RKT dan menyimpannya sebagai
dokumen  arsip

Buku Renstra 3 menit Arsip -
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
Mrican Caturtunggal Depok Sleman, Telepon (0274) 513515 Faksimile (0274) 513438

Website : smkn2depoksleman.sch.id.Email : smkn2depok@yahoo.com Kode Pos 55281

Nomor SOP 08/SOP/ SMKN2 Depok -TU/2017

Tanggal Pembuatan 17 Juli 2017

Tanggal Revisi -
Tanggal Efektive 1 Agustus 2017
Disahkan Oleh Kepala Sekolah

Drs. Aragani Mizan Zakaria, M.Pd
NIP 19630203 198803 1 010

Nama SOP Pelaksanaan penyusunan
Rencana Strategis (Renstra)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan DaerahIstimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis
Pendidikan Pada Sekolah Menengah Kejuruan

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
3. Mengetahui penggunaan perangkat computer
4. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan Renstra

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

SOP Rapat Internal 1. Lembaran kerja
2. Ruangan rapat internal
3. Komputer, Printer, LCD, ATK,
4. Jaringan internet

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila draft RENSTRA yang disampaikan tidak sesuai dengan RPJP, RPJM maka draft RENSTRA
akan sering dikembalikan dan menghambat jadwal Finalisasi

Disimpan sebagai dokumen RENSTRA
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SOP : Penyusunan Renstra

KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU

KeteranganPenyusun
program

Kasubag
TU

Kepala
Sekolah

Kelengkapan dan
Peralatan Waktu Output

1 2 3 4 6 7 8 9
1. Menyiapkan bahan , data yang terkait program

kegiatan strategis serta RPJP, RPJM dan
RPJPD antara Sekolah dengan  Dinas Dikpoora

Agenda kerja
Bahan, Data
ATK

2 jam Rancangan
Renstra

SOP RPJP
SOP RPJM

2. Membuat konsep Renstra untuk lima tahunan
yang didalamnya memuat :
 Pendahuluan
 Gambaran pelayanan SKPD
 Isu strategis pembangunan
 Visi, Misi, tujuan dan sasaran
 Arah kebijakan program dan kegiatan
 Target terukur output kegiatan

Rancangan Renstra
Komputer
ATK

7 hari Konsep Renstra -

3. Menyampaikan konsep kepada Ka TU untuk
diperiksa, dicermati dan dijadikan bahan rapat
internal

Konsep Renstra 10 menit Konsep Renstra -

4. Rapat  koordinasi mencakup pembagian tugas,
jadwal penyelesaian, Jadwal pertemuan progres
report

Konsep Renstra, Ruang
rapat, Makan, Minum,
LCD, Komputer

3 jam Konsep Renstra
Notulen

SOP Rapat

5. Membuat  draft Renstra dan mengajukannya
kepada kepala untuk dinilai dan diperiksa

Konsep Renstra, Notulen,
Komputer, ATK

1 hari Draft Renstra -

6. Memeriksa dan menmberikan tandatangan  Jika
sudah baik diberikan tandatangan menjadi Buku
Renstra dan jika belum akan dikembalikan
untuk diperbaiki

Draft Renstra 15 menit Disposisi
Draft Renstra

-

7. Menggandakan dan mendistribusikan Buku
renstra masing masing seksi dan pihak luar
secara terbatas yang selanjutnya digandakan ,
distribusikan dan diarsipkan

Disposisi
Draft Renstra
Foto copy, penjilidan

3 hari Dokumen
Renstra

Pelaksanaan
terkait
percetakan

8. Menerima dan menyimpan buku Renstra
sebagai dokumen dan arsip

Buku Renstra 3 menit Arsip -
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DOKUMEN I5O 9001:2008
SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN

Sekolah rnerupalian lembaga Pendidikan dan Pelatihan Menengah Kejuruan. i,ang diharapkan
oleh pernerintah mampu menghasilkan tenaga kerja terarnpil tingkat menengah untuk mengisi
lapangan ke{a yang tersedia di tin-ekat regional dan Internasional dan atau mampu
nTelanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sekolah bertekat rnemenuhi persvaratan stakeholders ( Peserta didik. Ortuirvali peserta didik,
Dinas/Diknas. Perguruan Tinggi dan DU/DI) dengan bekerja keras untuk rnenghasilkan
lulusan yang berlaqrva kepada TLrhan yang Maha Esa dan ber-KOMPROMI yaitu :

l. Kompeten

2. Profesional

3. Maju
4. Integratif

Untuk rnemenuhi
BERBUDAYA yaitu

l. Bersemangat

2. Budi pekerti

3. Daya Saing

Menguasai pengetahuan, ketrampilan dan rnemiliki sihap
mental yang handal, agar rnampll bekerja sesuai tuntutan dunia
kerja atau melanjutl<an pendidikan ke jenjang vang lebih tinggi.
Ahli sesLrai dengan bidang keahliannl,a dalam menerapkan dan
mengern bangkan kernarxpLlan.
Memiliki rnotivasi yang kLrat untuk terus majLr dan berkembang
Mampu rnengimplementasikan peneetahuan normatif, adaptif
dan produktif untuk mencapai derajat kesejahteraan yang lebih
baik.

harapan tersebut, sekolah rnembangun lnutll organisasi ),ang

Memiliki etos kerja dalarn menjalankan tugas

menjLrjung tinggi etika dan berbudi pekerli luhur

Mengutamakan mutu Lrntuk dapat unggul dalam bersaing

Mengingat tuntutan pesefta didik/sisrva, Ortuhvali peserta didik/sisu,a, Dinas/Diknas,
Perguruan Tinggi, DU/DI dan pihak-pihak i,arrg terkait selalu berubah sesuai dengan tuntutan
ruang dan waktu, maka sekolah akan selalu berusaha meningkatkan mutu dengan perbaikan
berkelarrjutan berdasarkan standar Sistem Mana.jernen Mutu ISO 9001:2008. untuk memenuhi
kepuasan pelanggan atau stakeholders 1,aitu :Peserta DidilJSisr.va, Oftr,r/rvali peserta
didili/siswa, Dinas/Diknas, Perguruan Tinggi dan DU/DI.

Kebijakan Mutu ini agar dipaharni dan dilaksanakan oleh semlra tingkat organisasi. sehingga
tnemberikan kontribusi yang nyata sesuai apa yang telah ditulis dan menulis apa yang telah
dilaksanakan, maka kebijakan mutu ini perlu dikomunikasikan kepada selurLrh \,varga sekolah.

E"IDATA SEK WL4/L4l2009lDOKU/yIEN TK I DAN 2lDokunen Tk 1I5O 9001-2008lPl| A-I\Pl4 D Rev-4.rtf

SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN
No. Dokumen PM/D
Revisi ke 1

PEDOMAN MUTU
Bab D URAIAN KEBIJAKAN MUTU

Tg1. Berlaku r)1-09-2009
Halaman 111

Nama File PM D Rev-4.rtf

Disiapkan DipBriksa Disahkan

l* I

)

Staf WMM WMM Kepala Sekolah

4/23,/2010 B:50:20 A14

*1rWfiilf



DOKUMEN I5O 9001:2008

SMK NEGERI 2 DEPOK SLEMAN

Disiapkan Dipgriksa Disahkan

( ?t,
T
I

Staf WMM WMM Kepala Sekolah

8.1 Umum
Sekolah harus rnerencanakan dan menerapkan proses-proses pemantauan' pengukuran'

analisa dan peningkatan yang diperlukan untuk :

a. Menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan substansi pembela.iaran,

b. Memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu, dan

c. Terus menerus memperbaiki keefektifan Sistem Manajelren Mutu'

Ini harus tergalltung pada penentuan metode yang sesuai, termasuk teknik statistik, dan

jangkaLran penggunaannYa.

8.2 Pemantauan dan Pengukuran
8.2.1 Penrenuhan Harapan Stakeholtlers'

S.G"t r"l"h satu p.ngrfu.on kineria sistem manajernen mutu, sekolah harus

memantau infolnasi beikaitan dengan persepsi dan harapan stakeholders, apakah

sekolah telah memenuhi persyaratan stakeholders'

Metode untuk memperoleh dan memakai infbrmasi ini harus ditetapkan.

pemantauan persepsi stakeholders dapat rnencakup mendapatkan masukan dari

sumber-sumber seperti survei pemenuhan harapan stakeholders, data stakeholders

untuk mutu substansi pembelajaran yang diserahkan' survei pendapat

stakehol6ers. keluhan stakeholders dan pujian dari stakeholders.

8.2.2 Audit Intemal
Sekolah harus melakukan auclit internal pada selang lvaktu terencana untuk

menentukan apakah sistem manajemen mutu :

a. Merr-renuLi pengaturan yang direncanakan (lihat 7.i), pada persyaratan ISO

g001 :2008 ini dan pada persyaratan sistern mattajetnett tnutu yang

ditetaPkan oleh sekolah, dan

b. Diterapkan dan dipelihara secara efbktif'

Program audit harus direncanakan, clengan mempertimbangkan statlls dan

p.niing,1yu proses dan area yang diaudit, sebagaimana hasil audit yang lalLr.

kriteria,-lingkup, frekuensi dan metode audit ditetapkan sesuai SOP 822 tentang

Audit Intenal.
pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan obyektivitas dan tidak

berpihaknYa Proses aud it.

Auditortidakbolehmengauditpekerjaanmerekasendiri.
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prosedur terdokumentasi harus ditetapkan untuk menentukan tanggr"rng jawab dan

persyaratan untuk perencanaan dan pelaksanaan audit, penyllstlnan rekaman dan

pelaporan hasilnya.

Rekarnan audit dan hasilnya harus dipelihara (lilrat 4'2'4)'

Manajemen yang bertanggllng jarvab atas bidang yang diaudit harus memastikan

bahrva tindakan koreksi dan tindakan perbaikan yang diambil. dilakukan tanpa

penundaan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang diternLrkan dan

perryebabnya.
k.giutu, tindak lanjut harr-rs mencakup verifikasi tindakan yang dilakukan darl

pelaporan hasil veriflkasi (lihat 8'5.2).

Lihat ISO 1901 1 sebagai petunjLrk'

8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses Pendidikan dan Pelatihan

Sekotah hans menerapkan metode yang sesLlai untuk pemantauan dan jika

memungkinkan pengLrkuran proses-proses Sistem Manajemen Mutu.

Metode-metode ini harus menunjukkan kelnampuan proses untuk mencapai hasil

yang direncanakan.-gita 
hasit yang direncanakan tidak tercapai, harus dilakukan tindakan koreksi dan

tindakan perbaikan. sesuai kebutuhan.

Pada saat menentukan rnetode )'ang sesuai. sangat disarar,kan agar sekolah

mempeftimbangkan jenis dan .iangkauan dari pemantauan dan pengukuran sesttai

dengan masing-masing proses berkaitan dengan dampaknya terhadap kesesttliatl

persyaratan kornpetensi pembelajaran dan terhadap keef,ektifan sisten'l

mana.iemen mutu.

Hal-hal yang lebih rinci mengenai masalah ini diatLrr dalaln SOP 823 tentang

Pentantauan dan Pengukuran Proses.

8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Kompetensi Pembelajaran
Sekolah harus memantau dan mengukur karakteristik kompetensi pernbelajaran

gntuk melakukan verifi kasi persyaratan kompetensi pembelajaran dipenuhi.

I1i harus dilakukan pada tahapan-tahapan yang sesllai dari proses realisasi

kompetensi pembela.jaran sesuai pengaturan yang sudah direncanaltan (lihat 7.1).

Bukti kesesuaian dengan kriteria keberterinTaan harus dipelihara.

Rekaman harus menunjukkan orang yang ben'venang mernberikan kompetensi

pembelajaran kepada peserta didik/siswa untuk dapat memenul-ti harapan

stakeholders.
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Pelepasan kompetensi pembelajaran atau penyerahan jasa tidak boleh dilanjutkan
sarnpai semua pengaturan yang direncanakan (lihat 7.1) diselesaikan secara

memuaskan, kecuali kalar-r disetLriui oleh otoritas,vang releran. dan bila dapat
oleh stakeholdrs.

8.3 Pengendalian Kompetensi Pembelajaran yang Tidak Sesuai
Sekolah harus memastikan bahrva kompetensi pembelajaran yang tidak sesuai pada

persyaratan kompetensi pembelajaran diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah
pemakaian atau penyerahan yang tidak disengaja.

Prosedur terdokumentasi yang menarrgani hal ini ditetapkan dalam SOP 83 tentang
Pengendalian Kompetensi Pembelajaran yang Tidak Sesuai, untuk menyatakan
pengendalian dan tanggung jar,vab sefia kervenangan terkait dengan kornpetensi
pembelajaran yang tidak sesuai.

Sekolah harus menangani kornpetensi pembelajaran yang tidak sesuai dengan satu atau

lebih cara berikut :

a. Dengan melakukan tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian 1,ang diterrukan:
b. Dengan rnembolehkan pemakaian, pelepasan atau penerirnaan rnelaluiLr konsesi olelr

orang berr'venang yang relevan dan bila dapat. oleh stakeholders :

c. Dengan melakukan tindakan mencegah pemakaian atau penerapan alval yang
dimaksudkan.

d. Dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan pengaruh, potensi pengaruh, dari
ketidaksesuaian ketika kompetensi pernbelajaran yang tidak sesr-rai diketahui setelah
penyerahan atau penggunaan dimulai.

Bila kompetensi pembelajaran yang tidak sesuai dikoreksi, harus dilakukan verifikasi
r-rlang untuk menunjukkan kesesuaian pada persyaratan yang betlaku.
Rekarran yang bersifat ketidaksesuaian dan tindakan apapun berikutnya, termasuk
konsesi yang diperoleh, harus dipelihara (lihat 1.2.4).

8.1 Analisa Data
Sekolah harus menetapkan, mengumpulkan dan menganalisa data yang sesLlai untLrk

rnenunjukkan kesesuaian dan keefektifan Sistem Manajemen Mutr-r dan Lrntuk menilai
dimana peningkatan berkelanjutan Sistem Manajernen Mutu dapat dilakukan.
lni harLrs mencakup data -vang dihasilkan dari penrantauan dan pengul<uran dan dari
sumber lain yang elevan
Analisis data ini harus memberikan informasi yang berkaitan dengan :

a. pemenuhan harapan stakeholders (tihat 8.2.1),
b. kesesuaian pada persyaratan kompetensi pembelajaran (lihat 8.2.4),
c. karakteristik dan kecenderungan proses pendidikan dan pelatihan dan kompetensi

pembelajaran termasuk peluang untuk tindakan pencegahan (lihat 8.2.3 dan 8.2.4)
dan

d. pemasok (lihat 7.4)
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Hal-hal yang lebih rinci mengenai masalah ini diatur dalam gQP ltl tentang Analisis
Data.

8.5 Perbaikan
8.5.1 Perbaikan Berkelanjutan

Sekolah harus terus menerus mernperbaiki keefektifan Sistern Manajernen Mutu
melalui penggunaan kebijakan mutu. sasaran mutu, hasil audit, analisis data,
tindakan koreksi, pencegahan dan tinjauan manajemen.

8.5.2 Tindakan Koreksi
Sekolah harus melakukan tindakan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian, untuk rnencegah terulang kembali.
Tindakan koreksi harus sesuai dengan pengaruh dari ketidaksesuaian yang
dihadapi.

Harus ditetapkan prosedur terdokumentasi untuk menetapkan persyaratan bagi :

a. peninjauan ketidaksesuaian (termasuk keluhan stakeholders)
b. penetapan perryebab ketidaksesuaian,
c. penilaian kebutuhan tindakan untuk memastikan bahlva ketidaksesLraian

tidak terulang,
d. penetapan dan penerapan tindakan yang diperlukan,
e. rekaman hasil tirrdakan yang dilakukan (lihat 4.2.4), dan
f. peninjauan keefektifan tindakan koreksi yang dilakukan.

Hal-hal yang lebih rinci mengenai masalah ini diatur dalarn SOP B-52 tentang
Tindakan Koreksi.

8.5.3 Tindakan Pencegahan
Sekolah harus menetapkan tindakan untuk rrenghilangkan penl,ebab potensial
ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya.
Tindakan pencegahan harus sesuai dengan pengaruh dari poterrsi masalah itLr.

Harus ditetapkan prosedur terdokumentasi untuk menetapkan persyaratan bagi :

a. Penetapan potensial ketidaksesuaian dan penyebabnya,
b. Penilaian kebutuhar, akan tindakan untuk mencegah terjadinya

ketidaksesuaian.
c. Penetapan dan penerapan tindakan yang diperlukan.

d. Rekaman hasil tindakan yang dilakukan (lihat 4.2.4)
e. Peninjauan keefektifan tindakan pencegahan yang dilakukan

Hal-hal yang lebih rinci mengenai masalah ini diatLrr dalam SOP 853 tentang
Tindakan Pencegahan
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4.

TINJAUAN MANAJEMEN

1. Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan cara-cara melakukan tinjauan atas proses

pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu untuk memastikan kesesuaian. kecuktrpan dan

efektivitasnya secara berkelanj utan.

2. Lingkup
Mencakup selrLla prosedur yang telah ditetapkan dalarn Pedotran Mutu sekolah

termasuk rapat-rapat manaj emen.

3. Referensi
Pedoman MLrtu Bab 5.6. tentang Tinjauan Manajemen.

Definisi
Tidak diperlukan.

Prosedur
5.1 Rapat tinjauan Sistem Manajemen Mutu harus

kali setahun),

dilakLrkan paling sedikit I (satLt

5.2 Rapat dipimpin Kepala Sekolah atau personil yang ditunjuk.
5.3 Rapat harus dihadirioleh staf pimpinan dan fungsi - fungsi lair, yang ditunjuk.
5.4 Paling sedikit 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, WMM dibantu PJTU harus

sudah memberi tahu peserta rapat tentang u,aktu (hari, tanggal dan jam), tempat

dan acara/ agenda rapat.
5.5 Agencla rapat mernuat tinjauan-tinjauan atau evaluasi, yang trencakup inforrrasi

tentang :

a. hasil audit sejak rapat terakhir,
b. umpan balik pelanggan ,

c. perikerja proses dan kesesuaian produk,

d. status tindakan preventif darr korektil'pencegaharr
e. tindak lanjut Tinjauan Manajemen Mutt-t yang lalu
f-. Perubahan-perubahan )'ang dapat melrpengaruhi sistem

g. Saran-saran untr"rk perbaikan

4,/23,/2010 10:48:59 At4



5.6 WMM bertanggung jarvab untuk memastikan bahwa setl]lra hasil/keputusan rapat

direkarn dalarn buku NotLrlensi Rapat dan dilaksanakan atau ditindak laniLrti

dengan ,.,,.uinvu, bila perlu dilakukan audit urrtuk memeriksa pelaksanaan

hasi l/kePutusan rapat tersebut'

5.7 Semua i.fbrmasi/rnasukan yang akan ditinjau dalam Rapat TiniaLran Manajemen

harus ditinjau terlebih dahulu oteh WMM

5.8 Keluaran Tinjauan Manajemen adalah Keputusan Rapat Tinjar"ran .Manajemen

rlerupakan dasar penyusunan program dan pelaksanaan Sistern Manajemen Mutt-t

yang akan datang, rneliPuti : 
-a. perbaikaripada keefektifan sistirn menejemen rnutu dan proses-prosesnya'

b. perbaikan pacla proses dan produk berkaitan dengan kepuasan pelanggan

dan

c. Sttmber daYa Yang diPerlukan

5.9 Rapat Tinjauan 3iri.*-Manajernen Mutu dapat dilakukan diluar jadrval bila

diusulkan oleh seorang staf pimpinan atau WMM

5.10 Masa simpan Rekaman Tinjauan Manajen,en minimal satu (1) tahun atau pada

pelaksanaan rapat Tinjattan manajemerT berikLrtnya

5,11 WMM r,orr, ,.g.ra memberitahu staf pirnpinan bila ada satlr hal atau masalah

yang memprnyul du,,pak besar terhadap Sistern Manajemen Mutu'

6. Dokumentasi
. Daftar Hadir Rapat

o Buku Notulesi RaPat
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AUDIT INTERNAL

l. Tujuan
Menetapkarl sistem audit internal r-rntuk memastikan terselenggaranya Sistern Manajemen

Mutu sesuai ISO 9001:2008

2. Ruang lingkup
MencakLrp perencanaan, pelaksanaan, pelaporan audit internal dan tindak lanjutnya

3. Referensi
Pedoman Mutu Bab 8.2.2. terrtang Audit lnternal .

4. Definisi
Tidak diperlukan

5. Prosedur
5.l Tanggungjarvab:

5.1.1 WMM bertanggung jawab atas audit internal dari perencanaan, pelaksanaan

sarr, pai pada pelapornya.
5,1.2 Tanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut dari hasil audit internal berada

pada KS. WKS, KPS/KPU, dan PJTU

5.2 Perencanaan:
5.2.1 WMM menyusull rencana dan menetapkan jadwal pelaksanaan audit internal

(Audit internal dilaksanakan minirnal setahun sekali ataLl berdasarkan

kebutuhan)
5.2.2 WMM rrenetapkan persyaratan seorang auditor berdasarkan persyaratan standar

SMM ISO 9001:2008
5.2.3 WMM membentuk tirn auditor dan menetapkan seorang lead auditor untuk

rnelaksanakan aud it internal.
5.2.4 Sernua unsur standar dalam Sistem Mana.jemen MLrtu diar"rdit oleh auditor yang

ditLrnjuk.
5.3 Pelaksanaan:

5.3.1 WMM rnenetapkan ivaktu yang disetLrjui bersarra auditee (yang diaudit)

5.3.2 Auditor berkoordinasi dengan WKS, KPK/KPU dan PJTU sebelutn pelaksanaan

audit
5.3.3 Auditor menyiapkan chek list dengan materi sesuai dengan unsur-unsur yang

diaudit
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5.3.4 Lead auditor membuat laporan (check list dan log status) hasil dari pelaksanaan

ar-rdit, sebagai dasar WMM untllk membuat analisa dan laporan pelaksanaan

serta hasil audit sehingga keefektifan SMM dapat disimpulkan.

5.3.5 Ketua-ketua unit kerja dibantu oleh auditor menentukan penyebab terjadinya

KTS (ketidaksesuaian) bila hasil audit menunjukan adanya KTS dan ketua unit

keria harus melakukan tindakan koreksi dan korektif dalarn batas waktu yang

disetujui auditor.

5.4 Audit Tindak Lanjut :

5.4.1. Bita dijumpai KTS selama audit internal, maka audit tindak lanjut harus

dilakukan untuk memeriksa pelaksanaan tindakan koreksi yang diperlukan.

5.4.2. Audit tindak lanjut dinyatakan selesai bila tindakan koreksi sLrdah dilakukan

dan disetujui oleh auditor
5.4.3. Pelaksanaan audit internal harus sesuai dengan bLrtir 5.3 dokumen ini. ALrdit

tindak lanjut juga harus dibatasi pada KTS yang dijurrpai sebelumnya.

5.4.4. WMM membuat log status hasil-hasil audit untr"rk ditinjau pada tiniauan

tlanajemen

5.5 Evaluasi / Tinjauan Sistern Audit :

Keefektifan audit internaI harus ditinjau paling sedikit setahLtn sekali. WMM
bertanggung jawab atas pelaksanaan tinjauan tersebut dan secara terus lrellerus

berusaha menyempLrrnakan pelaksanaan aLrdit yang dilaklikan .

6. Dokumentasi
o lKlS221WMM/l-lK Kriteria KTS
o Fl822lWMM/1-Check List
o FlB22l\l MM/2-Lembar Pengatratan Audit IrTternal.

t Fl822lWMM/3-Laporan Audit Internal.
. Fl822lWMM/4- Log Status Audit.
c FlB22lWMM/5-Progam Audit Internal.
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DOKUMEN I5O 9001:2008
S]VIK NECEITI 2 DEPOK SI,E\4AN

Disiapkan Diperiksa Disahkan

( t ti. Ql"r ) {
Staf WMM Sekretaris WMM WMM

PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN

1. Tujuan
Prosedur ini berlu.iuan untuk menjalankan bagaimana sekolah menangani ketidaksesuaian
proses serta menetapkan, menghimpun dan rler,ganalisisa data untuk menunjLrkan
keef-ektifan proses pendidikan dan pelatihan sefia Lrntuk melakukan perbaikan lebih lanjLrt

2. Ruang Lingkup
Prosedur ini diberlakukan untuk menangani ketidaksesuaian proses diklat dan penanganan
tata tertib peserta didiVsiswa dalam rangka implementasi/penerapan sistem manajemen
lxutu.

3. Referensi
Pedornan Mutu Bab 8.3 Pengendalian produk Ketidaksesuaiar:

1. Definisi
Tidak diperlLrkan

5. Prosedur
5.1 Tanggung jawab :

5.1 .l Pengendalian ketidaksesuaian proses diklat terletak pada WKS l
5.1.2 Pengendalian pelanggaran tata ter-tib peserta didik/siswa terletak pada WKS 3

5.2 Perencanaan :

5.2.1 WKS I menetapkan metode pengendalian ketidaksesuaian atas proses diklat
5.2.2 WKS 3 menetapl<an metode penanganan pelanggaran tata tertib pesefta

didik/sisr.va
5.3 Pelaksanaan :

5.3.1 WKS I menunjuk seorang pendidik (guru) untuk mengelola penanganan
l(etidaksesuaian atas proses diklat dan produk

5.3.2 WKS 3 membentuk tim untuk mengelola penanganan pelanggaran tata tertib
pesefta didik/sislva.

5.3.3 Pendidik (guru) dan Tenaga kependidikan yang ditunjuk rnelaporkan
pengelolaannya kepada WKS I dan WKS 3

5.3.4 WKS I menetapkan tindakan yang diperlukan berdasarkan laporan hasil
pengendalian Ketidaksesuaian atas proses diklat dan produk dan WKS 3

menetapkan tindakan yang diperlukan berdasarkan laporan hasil penanganan
pelanggaran tata tertib peserta didiUsislva.

E:\'DATASEKWn'litf\2009"DOKUIlENTKlDA,\'2\Dokunren'lk2lSO90A1-20A8,,5O1'':Klausul 8I.SOP8J lley-).rrl'
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STANDAR OPERATING PROCEDURE
SOP 83 PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN

Tgl. Berlaku 0l -09-2009

Halaman 1/A/-/ -t

Nama File SOP 83 Rev-2.rtf

5.3.5 Kesimpulan hasil pengendalian ketidaksesuaian atas proses diktat dan produk
serla pelanggaran tata tertib peserta didiVsiswa dipakai sebagai dasar tindakan
pencegahan dan perbaikan.

5.zl EvalLrasi :

5.4.1 WKS ldan WKS 3 mengkoordinasi kepada pihak-pihak terkait untuk
rnelakukan perbaikan berkelanj utan.

5.4.2 Sernua dokumen dan rekaman penanganan ketidaksesuaian disimpan oleh
WKSI, dan semua dokumen maupun rekaman penanganan pelanggaran tata
terlib peserla didik/siswa disimpan oleh WKS 3

6. Dokumentasi
. Rekaman pengendalianprodukketidaksesuaiarr
. Buku peraturan tata tertib peserta didik/siswa.
. Rekarnan pelanggaran tata tertib peserla didik/sisrva
o Rekaman lain yang berkaitan dengan penanganan KTS

E:\DATA SEK If L[)V\2]19\DOKUivlEN l-K I DAlt2\DokuntenTk2 ISO 9A01-2008",5OP'tKtousul 8:SOP 83 Ret-2.rtf
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Halaman 113
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Disiapkan Diperiksa Disahkan

,F* Q}r' W

Staf WMM Sekretaris WMM WN4M

TINDAKAN KOREKSI

1. Tujuan
Tujuan prosedur ini adalah untuk memastikan diterapkanny'a tindakan koreksi terhadap
ketidaksesLraian yang terj adi.

2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku bagi perbaikan terhadap ketidaksesuaian Sistem Manajernen Mutu
untuk menjamin efektivitas penerapannya.

3. Referensi
Pedoman Mutu Bab 8.5.2 ter,tang Tindakan Koreksi

1. Definisi
o Yang dirr-raksud ketidaksesuaian dalam prosedur ini adalah ketidaksesLraian sistern.

Ketidaksesuaian sistem adalah penyirnpangan atau tidak dipenr,rhinya ketentuan atau

pers.varatan-persyaratan yang ada dalarn dokumen mutu.
. Yang dimaksud Tindakan Koreksi adalah Tindakan perbaikan 1'ang dillakLrkan jika

dalam proses manaj emen terj adi peny i m pan gan/ketidakses ua in

5. Prosedur
5.1 Tanggunglawab :

5. I . I Tanggungjalvab terhadap perbaikan keefektifan Sistem Manajemen MutLr

terletak pada WMM.
5.1.2 Tanggungjawab terhadap perbaikan ketidaksesuaian pada proses diklat terletak

pada WKS / KPS/KPU / PJTU
5.2 Perencanaan:

5.2.1 Perencanaan terhadap tindakan koreksi terhadap pelaksanaan SMM terletak
pada WMM

5.2.2 Perencanaan terhadap tindakan koreksi terhadap proses diklat terletak pada

WKS/KP/PJTU.
5.3 Pelaksanaan :

5.3.1 WMM/WKS/KP/PJTU melakukan pamantauan dan pengukuran untuk
menemukan dan menetapkan penyebab ketidaksesuaian ,vang terjadi, setiap

ditemukan ketidaksesuaian (termasuk keluhan stakeholders) ur-rtuk selanjutkar,

dicatat dan rekamarrnya dipelihara.
E:''D.11'ASEKk'iv!ill)0a9'DOKU,VEIt TKlD.lN2tDokunten'l'k21.5O9001-20t.)8\SC)P:Kluusul EiSOi'6i2 |let-2.rtf
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5.3.2 WMM/WKS/KPS/KPU/PJTU mengadakan rapat koordinasi di unit kerjanya

untuk menentukan kebutuhan tindakan koreksi yang harus diambil Lrntuk

memastikan bahrva ketidaksesLraian tidak terulang lagi'

5.3.3 WMM/WKS/KPS/KPU/PJTU menentukan tindakan yang sesuai sebagai tindak

lanlutnya.
5.4 Evaluasi :

5.4.1 WMM/WKS/KPS/KPU/PJTU menrelihara rekaman hasil tindakan

perbaikan/koreksi yang dilakukan, rekaman terhadap tindakan

perbaikan/koreksi merupakan salah satu masukan dalam tinjauan manajernen'

6. Dokumentasi
. Daftar Hadir rapat dan notulensi
. RekamanKetidasesuaian
. Rekaman Keluhan Stakeholders

. Rekaman Tindakan Perbaikan / Koreksi

E;\DATASEKWLtL-t\200g',DOKLiMENTKtDAN2tDoktntenTk2lSOg0At-2008\,SOP\'KIuusul 
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TINDAKAN PENCEGAHAN

1. Tujuan
Tujuan prosedur ini adalah untuk memastikan diterapkannya tindakan untuk mencegah

terjadiny'a ketidaksesuaian yang potensial.

2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlakr.r bagi penyebab ketidaksesuaian potensial yang mungkin terjadi pada

pesefia didiUsiswa, pelaksanaan proses pembelajaran, dan Sistern Manajemen Mr"rtLr di

sekolah

3. Referensi
Pedornan Mutu Bab 8.5.3. ter,tang Tindakan Pencegahan '

SOP B3 tentang Penanganan Ketidaksesuaian dan Pelangaran Tata Tertib Peserta

didik/sisrva

4. Definisi
4.1 Ketidaksesuaian (KTS) pesefta didik/sisrva adalah pesefta didik/sisr.va tidak naik di

tingkat l. 2, 3 atau tidak tamat (lulus) di tingkat 4.

4.2 Ketidaksesuaian (KTS) sistem adalah penyimpangan atau tidak dipenuhi ketentuan

atall persyaratan-pers)'aratan yang ada di dalam Dokurnen Mutu'
4.3 Ketidaksesuaian (KTS) proses pembelajaran adalah per.ryinTpangan atau tidak

dipenuhinya persyaratan dalam presedur proses pembelajaran.

4.4 Tindakan Pencegahan adalah Tindakan Preventif yang direncanakan untuk mencegah

terjadinya KTS yang potensial. l"l'lttlrrLttn l'r't:t't:ttltf liitnt.t tttlti rittl'. .

/(r.,..;,.,. | )1,, t',r'j A'.,Jr.rl,.,r

5. Prosedur
5.1 Tanggung Jarvab :

5.1.1 WMM berlanggring jarvab atas tindakan pencegahan terhadap kemungkinan

terjadinya ketidaksesuaian Sistem Manajemen Mutu.

5.1.2 WKS 1 bemanggung jarvab atas tindakan pencegahan terhadap kemungkinan

terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan persyaratan dari dokumen dan prosedur

proses pembelajaran, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh petugas yang

ditunjuk.
5,1.3 WKS 3 berlanggr.rng jarvab dalarn pengawasan tindak pencegahan terhadap

Iterrungkinan terjadinya pelanggaran tata tertib peserta didilJsisrva. Sedangkan

pelaksanaanya dilakukan oleh tim-tatib yang ditLrnjuk.
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5.2 Pelaksanaan :

5.2.1 Tindakan pencegahan ketidaksesuaian dan pelanggaran tata tertib peserla
didik/siswa :

a. Untuk meminirnalkan kecenderungan perilaku negatif 1'ang mungkin dapat
terjadi pada peserta didiUsiswa, maka dibuat peta kerarvanan kelas.

b. Apabila dari peta kerawanan kelas ditemukan adanya peserta didik/sisrva
yang memitiki kecenderungan berperilaku negatif. maka dilakukan
bimbingan oleh BK atau pembina kerohanian.

5.2.2 Tindakaan pencegahan ketidaksesuaian proses pernbelajaran.
a. Urrtuk mencegah ketidaksesuaian materi pembelajaraan, disusun rencana

pengajaran oleh perrdidik (guru) masing-masing.
b. Untuk mencegah ketidaksesuaian pelaksanaan proses pernbelajaran, rraka

disusun jadrval pelajaran dan pembagian tugas mengajar.
c. Untuk rnencegah ketidaksesuaian pelaksanaan proses pen-rbelajaran harian,

ditunjuk guru piket untuk memastikan pelaksanaan proses pernbela.jaran
harian dalam keadaan terkendali.

5.2.3 Tindakan pencegahan ketidaksesuaian Sistem Mana.jemen Mutu dilakukan
audit internal dan tiniauan manajemen.

5.2.4 Rekamar, hasil tirTdakan pencegahan 1,ang dilakukan disimpan dan dipelihara
oleh WMM/WKS/KPS/KPU/PJTU.

5.3 Evaluasi :

5.3.1 Tin jauan hasil tindakan pencegahan yang dilakukan merupakan salah satu bagian
dari tinjaLran mana.j emen.

6. Dokumentasi
r Daftar Hadir Rapat
r Jadrval Pelajaran
r Data Pernbagian Tugas Mengajar
r Rencana Pengajaran
o Peta Kerawanan
. Rekarnan Pelaksanaan Pendamping / Bimbingan
o Rekaman Tindakan Pencegahan

E:tDill'A SEK Wnllvl\,2009\.DOKUl,lEN TK I DAN 2rDokunen T'k 2 ISO 9001-2a08\SOP\Klausul 8ISOP EiJ flet'-2.rtf
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Lampiran 7. Buku Panduan Tinjauan Manajemen
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Lampiran 8. Hasil Tinjauan Manajemen
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Lampiran 9. Sertifikat Akreditasi Sekolah



 

No. 34.19.00173

Berdasarkan Keputusan
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Nomor: 058/BAN-SM/SK/2019, menyatakan bahwa:

SMKN 2 DEPOK
20401315
MRICAN CATURTUNGGAL, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI
DI YOGYAKARTA

Terakreditasi A (UNGGUL) dengan Nilai 96

Sertifikat ini berlaku 3 (tiga) tahun

Jakarta

21 Januari 2019
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Lampiran 10. Hasil Pengecekan Data

1. Triangulasi Sumber
Wawancara dengan beberapa sumber menggunakan pertanyaan yang sama.

No Pertanyaan Narasumber 1 Narasumber 2 Pengecekan
Data

1. Sejak kapan tim
manajemen
mutu terbentuk?

Antara tahun
2016-2017

2016 Sesuai
(dipastikan
melalui
triangulasi
teknik
pengambilan
data)

2. Sistem
manajemen
mutu apa yang
diterapkan di
sekolah?

SPMI SPMI Sesuai

3. Bagaimana
gambaran siklus
manajemen
mutu sekolah?

Menggunakan
siklus PDCA. P
untuk
perencanaan, D
untuk
pelaksanaan, C
untuk
pemantauan, dan
A untuk tindak
lanjut

Menggunakan siklus
PDCA Menggunakan
siklus PDCA, Plan
perencanaan yaitu
penyusunan dokumen
/pembaruan dokumen,
Do pelaksanaan
dilakukan dengan
melaksanakan
program pada unit
kerja masing masing,
Control dilakukan 2
kali yang pertama
pemantauan program
ditengah tahun
(ketercapaian) dan
audit di akhir
(keterlaksanaan).
Action pengambilan
tindakan korektif.

Sesuai

4. Bagaimana Tim
Manajemen
mutu terbentuk?

Dasar
pembetukan tim
penjaminan mutu
adalah untuk
merencanakan
atau menyiapkan
dokumen mutu
sebagai referensi

Akan SBI, syarat SBI
harus memiliki
sertifikat ISO, harus
menerapkan SMM
nya. Untuk
menerapkan itu harus
menyusun dokumen-
dokumen. Maka

Sesuai
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untuk
pelaksanaan,
memantau
pelaksanaan, dan
untuk
mengevaluasi.

dibentuklah tim untuk
menyusun dokumen
lalu selanjutnya
mensosialisasikan.

5 Apa yang
dilakukan
setelah
terbentuknya
TMM?

Menyiapkan
dokumen mutu
berupa SOP
(Standar
Operational
Procedure)

Setelah tim terbentuk
dilakukan penyusunan
dokumen.
Penyusunan dokumen
mengundang
perusahaan TUF
sebagai pendampoing
dan pembimbing
pembuatan dokumen
berikutnya konsultasi
kepada mereka dan
setelah kita
mengimplementasikan
tiap tahun diaudit oleh
mereka. Sudah sesuai
belum
pelaksanaannya di
smk dengan standar
ISO

Sesuai

2. Triangulasi Teknik Pengambilan Data
No Hasil Wawancara Hasil Studi Dokumen Pengecekan

Data
1. Lebih dari 10 tahun telah

menerapkan ISO.
(Narasumber TMM)

Menerapkan SMM ISO
9001:2000 sejak 06 Juni 2006
dan ISO 9001:2008 sejak 16
September 2009.
(Dokumen PM/B halaman 5)

Sesuai

2. SPMI mulai direncanakan
dan diterapkan antara tahun
2016/2017

Keluarnya peraturan
Permendikbud nomor 28
tahun 2016 mewajibkan
satuan pendidikan
melaksanakan SPMI dan
peraturan Gubernur DIY
nomor 4 tahun 2016
Pembuatan SOP SPMI 17 Juli
2017

Sesuai

3. Pada tahap perencanaan
dilaksanakan kegiatan EDS
yang dilanjutkan dengan

Dokumen Raport Pemetaan
Mutu Pendidikan hasil
kegiatan EDS, Perencanaan

Sesuai
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perencanaan sasaran mutu. mutu yang dibuktikan dengan
dokumen sasaran mutu
sekolah, uraian rencana mutu,
SOP, dan rencana program
yang ditetapkan pada tiap unit
kerja.

4. Implementasi melibatkan
seluruh komponen sekolah
dengan pelaksanaan program
kerja yang telah ditetapkan
oleh unit kerja masing-
masing

Terlibatnya komponen
sekolah dijelaskan pada
Dokumen Mutu PM/5,
PM/L/1 dan PM/L/2
Pelaksanaan program kerja
pada dokumen laporan
tinjauan manajemen.

Sesuai

5. Monitoring dilaksanakan
terutama oleh pengawas
untuk proses pembelajaran,
kalau untuk operasional
menggunakan pembiayaan
maka setiap mengeluarkan
uang, perencanaan ketika
akan dibelanjakan masing
masing unit kerja harus
diketahui tim manajemen
mutu.
Evaluasi dilaksanakan tiap
akhir tahun ajaran dalam
agenda tinjauan manejemen.

Dokumen pelaksanaan
anggaran dan dokumen
rencana kerja dan anggaran
disetujui oleh WMM.
Evaluasi melalui kegaitan
tinjauan manajemen
dibuktikan melalui dokumen
tinjauan manajemen.

Sesuai

6. Tiap akhir tahun pelajaran
tim penjaminan mutu
meminta laporan dari tiap
unit kerja untuk melihat
prosentase ketercapaian
sasaran mutu. Selanjutnya
dari laporan tersebut akan
dievaluasi dan diberikan
rekomendasi untuk
pengambilan tindakan
selanjutnya.

Dokumen Mutu SOP/83,
SOP/852, SOP/853

Sesuai

3. Triangulasi Waktu
No Pertanyaan Jumat, 14

Desember 2018
Rabu, 10 April
2019

Jumat, 26 April
2019

1 Siklus SPMI Menggunakan
siklus PDCA

Menjelaskan
masing-masing
tahapan yaitu
PDCA

Menjelaskan
kegiatan dalam
PDCA
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Lampiran 11. Analisis Data

1. Reduksi Data
Reduksi data pada studi dokumentasi dilaksanakan dengan mengambil poin
penting yang nantinya akan ditampilkan di hasil penelitian dan pembahasan.
Untuk reduksi data pada hasil wawancara dilakukan sebagai berikut:
No Perihal Hasil Wawancara Hasil Reduksi
1. Waktu

diterap
kannya
SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
mulai diterapkan di SMK N 2 Depok
antara tahun 2016-2017 pada proses
perencanaan sekaligus implementasi
prinsipnya SPMI itu kan sama dengan
ISO hanya kalau ISO itukan ada eksternal
auditor, kalau SPMI kan lebih banyak
kita ke internal auditor. Karena kan kita
sudah melaksanakan ISO 10 tahun. Jadi
relatif sudah terbiasa. Akhirnya melihat
anggaran jelas ISO kan mahal, kira-kira
habisnya untuk sertifikasi saja 21 juta,
belum yang lain-lain. Karena itu kita
menggunakan SPMI. Untuk auditor
eksternal ISO sudah diberhentikan namun
untuk implementasinya masih. Campuran
antara SPMI dan ISO. Jadi sebetulnya
kan dalam pendidikan ISO hanya kita
katakan sebagai referensi saja, kita
tujuannya mencapai 8 standar yaitu SNP.
Sama seperti, kan sekolah dalam standar
penilaian misalnya ISO memiliki sasaran
mutu. Dalam Standar Penilaian SPMI
pun memiliki sasaran mutu. Contoh
misalnya kita target terbaik untuk rata-
rata UNBK provinsi DIY. Untuk
mencapai itu maka dilaksanakan
program-program seperti pelajaran
tambahan, kemudian banyak tryout untuk
anak-anak, kemudian kita meningkatkan
mental melalui AMT yaitu kegiatan
motivasi untuk siswa meningkatkan
percaya diri siswa.

Sistem Penjaminan
Mutu Internal
(SPMI) mulai
diterapkan di SMK
N 2 Depok antara
tahun 2016-2017.

2. Alasan
menera
pkan
SPMI

Alasan sekolah menerapkan SPMI adalah
mahalnya biaya yang harus dikeluarkan
untuk mendapat sertifikat ISO, dengan
penerapan SPMI sekolah lebih tau
kemampuan dan arah pengembangan

Mahalnya biaya
yang harus
dikeluarkan untuk
mendapat sertifikat
ISO, dengan
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sekolah, dan melihat komitmen sekolah
yang relatif baik dan stabil dalam upaya
peningkatan mutu sekolah secara
berkelanjutan sehingga auditor eksternal
tidak terlalu dibutuhkan lagi. Karena
sebetulnya daya dukung yang paling
utama untuk sekolah kejuruan itu kan
keterserapan tamatan. Ketika tamatan kita
banyak terserap maka imbasnya ke input
yang banyak atau kita bisa memilih input
siswa atau calon siswa. Nah dari situ
dengan banyaknya calon siswa yang
mendaftar kita bisa menyeleksi. Nah
sehingga kita harapkan mendapat input
yang baik. Dengan input yang baik proses
dapat dikatakan baik atau standar pun
maka output yang dihasilkan juga baik.

penerapan SPMI
sekolah lebih tau
arah
pengembangan
sekolah, dan
melihat komitmen
sekolah yang
relatif baik dalam
upaya peningkatan
mutu sekolah
secara
berkelanjutan
sehingga auditor
eksternal tidak
terlalu dibutuhkan
lagi.

3. Proses
perpin
dahan
SMM
ISO ke
SPMI

Prinsip penerapan SPMI pada dasarnya
hampir sama dengan penerapan SMM
ISO 9001:2008, perbedaannya ada
eksternal auditor pada audit SMM ISO
9001:2008, sedangkan pada SPMI lebih
banyak pada internal auditor. SMK N 2
Depok telah melaksanakan SMM
berstandar ISO selama kurang lebih 10
tahun, sehingga dalam pelaksanaan SPMI
seluruh komponen di sekolah sudah
terbiasa. Persiapan yang dilakukan adalah
penyiapan dokumen penjaminan standar
mutu. Perbedaan dengan dokumen ISO
bahwa pada dokumen ISO terdapat
klausul.

SMK N 2 Depok
telah
melaksanakan
SMM berstandar
ISO selama kurang
lebih 10 tahun,
sehingga dalam
pelaksanaan SPMI
seluruh komponen
di sekolah sudah
terbiasa. Persiapan
yang dilakukan
adalah penyiapan
dokumen
penjaminan standar
mutu.

4. Pembe
ntukan
TMM

Dasar pembetukan tim penjaminan mutu
adalah untuk merencanakan atau
menyiapkan dokumen mutu sebagai
referensi untuk pelaksanaan, memantau
pelaksanaan, dan untuk mengevaluasi.
Tim tersebut yang bertanggung jawab
untuk melanjutkan penjaminan mutu tapi
menggunakan SPMI, bukan lagi ISO.
Semua berperan dalam pelaksanaan
SPMI contohnya kebersihan ruangan ini
harus ada yang mengerjakan, tidak
mungkin kita mengerjakan sendiri. Kita
pada akhir tahun masih meminta laporan

Dasar pembetukan
tim penjaminan
mutu adalah untuk
merencanakan atau
menyiapkan
dokumen mutu
sebagai referensi
untuk pelaksanaan,
memantau
pelaksanaan, dan
untuk
mengevaluasi.
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dari unit kerja untuk prosentase
ketercapaian sasaran mutu.

2. Penyajian Data
No Perihal Hasil Reduksi Penyajian Data
1. Waktu

diterap
kanya
ISO
9001:2
008

Hasil wawancara narasumber
1: telah melaksanakan SMM
ISO 10 tahun
Hasil wawancara narasumber
2: telah mengimplementasikan
sejak 2006
Hasil studi dokumentasi :
Menerapkan SMM ISO
9001:2000 sejak 06 Juni 2006
dan ISO 9001:2008 sejak 16
September 2009.
(Dokumen PM/B halaman 5)

SMM ISO 9001:2008 telah
diterapkan sejak 16
September 2009 setelah
sebelumnya sejak 6 Juni
2006 sekolah menerapkan
SMM ISO 9001:2000

2 Waktu
diterap
kannya
SPMI

Hasil Wawancara Narasumber
1: SPMI mulai diterapkan di
SMK N 2 Depok antara tahun
2016-2017
Hasil Wawancara Narasumber
2: SPMI dilaksanakan setelah
ada kebijakan dari provinsi
untuk mengimplementasikan
SPMI
Hasil studi dokumentasi :
Keluarnya peraturan
Permendikbud nomor 28 tahun
2016 mewajibkan satuan
pendidikan melaksanakan
SPMI dan peraturan Gubernur
DIY nomor 4 tahun 2016
Pembuatan SOP SPMI 17 Juli
2017

Sertifikat ISO yang dimiliki
sekolah terus diperbarui
hingga tahun 2016, dan sejak
tahun 2016 sekolah
menghemtikan sertifikasi
ISO dan mulai
mengimplementasikan SPMI
sebagai bentuk kepatuhan
sekolah terhadap kebijakan
pemerintah yaitu
Permendikbud nomor 28
tahun 2016 dan Peraturan
Gubernur DIY Nomor 4
Tahun 2016 pasal 2.
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